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PRAKATA 

   

انغّلََوُ عَهَٗ اشَْشَفِ الْْاَْجِٛبَءِ  َٔ لََحُ  انصَّ َٔ  ٍَ ْٛ ًِ ذُ لِِلِ سَةِّ انْعبَن ًْ ٍَ عَٛذَِِّبَ  انْحَ ْٛ شْعَهِ ًُ ٔانْ

 ٍَ ْٛ عِ ًَ ِّ اجَْ اصَْحبثَِ َٔ  ِّ عَهَٗ انَِ َٔ ذٍ  ًَّ   يُحَ
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dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Hasanah Card Bank Syariah 

Indonesia" setelah memalui proses yang Panjang. 

 Salawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada para keluarga, 

sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang 

harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi 

perbankan syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. 

 Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam 

bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skirpsi 
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terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keihklasan, 
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saya dewasa dan membiayai semua pendidikan saya hingga sekarang, serta kedua 

adik saya, Betris Monika dan Dinda Sukma yang selalu mendukung dan 
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mudahan Allah mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟. B Te ب

 Ta‟ T Te ت

 Ṡa‟ Ṡ es (dengan titk di atas) ث

 Jim. J Je ج

 Ha‟ H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha. Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal. Ż. zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 س

 

Sin S. Es 

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D. de (dengan titik bawah) ض



 

x. 
 

 .Ta T te (dengan titik bawah) ط

 .Za Z zet (dengan titik bawah) ظ

 ع

 

„ain „ apstrof terbalik 

 غ

 

Gain G Ge 

 

 ف

Fa F Ef 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf. K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

Hamzah (ء) yang terletak diawalkataa mengikuti vokalnya tampa diberi 

tandaapa pun.jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis denagan tanda 

(`). 

2. Vokal 
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Vocal Bahasa arab,seperti vocal Bahasa Indonesia , terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

translitenya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا

 

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara  

 

 

 

 harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf: 

Contoh:  

 : kaifaكٛف 

 haulaْؤ ل: 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya’ Ai a dan i 

 Fathah dan wau Au a dan u ا
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Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya‟ A a garis di atas ا

  Kasrah dan ya‟ I i garis di atas ا

ؤا  Dammah dan wau U u garis di atas 

 

B. Daftar singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan 

Swt. = subhanahu wa ta `ala 

Saw. = shallallahu `alaihi wa sallam 

as = `alaihi as-salam 

H = Hijriah  

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w = wafat tahun 

Qs…/…4 = QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4 

HR =Hadis..Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Muhammad Irwan, 2021, “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia Pada Hasanah Card Bank Syariah Indonesia”. Skripsi 

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Takdir, S.H., M.H. 

 

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fatwa MUI Pada Kartu Kredit BSI Hasanah 

Card Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan Fatwa DSN MUI pada kartu kredit Hasanah Card BSI. Untuk 

mengetahui bagaimana mekanisme denda keterlambatan pada Bank syariah 

Indonesia. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh BSI dalam menjaga 

Eksistensi pada kartu kredit BSI Hasanah Card. Jenis Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang bergentung pada metodologi interpretative. Data diperoleh dari kajian 

pustaka dan hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih oleh penulis. Lalu 

selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan Pengumpulan data, Reduksi Data, 

Display data, dan Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, 

menyimpulkan bahwa: Kartu Kredit BSI Hasanah Card pada Bank Syariah Indonesia 

belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, hal ini dikarenakan belum adanya kejelasan 

tentang transaksi yang digunakan oleh nasabah serta belum bisanya pihak bank 

menghentikan perilaku nasabah yang berlebih-lebihan dalam belanja.Mekanisme 

tadwih dikenakan pada nasabah yang telat membayar dengan langsung 

menonaktifkan kartu kredit nasabah yang lalai membayar hingga utangnya itu 

dilunasi lalu diaktifkan kembali. Hal ini dilakukan agar Bank Syariah Indonesia tidak 

mirip dengan Bank Konvensional dan terhindar dari Riba. Dan untuk nasabah dana 

tadwidh itu adalah dana yang memang harus direlakan.Upaya-upaya yang dapat 

dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terkait BSI Hasanah Card untuk 

mempertahankan eksistensinya, yaitu:Meminimalisir perilaku israf nasabah. Terbuka 

terhadap transaksi dan mekanisme transaksi. Syarat-syaratnya diperketat lagi terkait 

pemilihan nasabah agar tidak terjadi kredit macet dan tidak terlihat seperti diobral . 

Menjeleskan dengan detail tentang 3 akad yang digunakan. 

Kata Kunci : Akad, Ta’widh, Israf 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bersamaan dengan adanya kemajuan dan perubahan zaman yang serba 

canggih ini, Perubahan terjadi pada berbagai aspek yang di akibatkan oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan arus globalisasi yang tengah 

melanda dunia saat ini, teknologi berkembang begitu pesat sehingga mempengaruhi 

kehidupan manusia. Begitupun dengan cara manusia melakukan transaksi, yang pada 

awal mula terjadinya transaksi yaitu dengan melakukan barter, dengan cara menukar 

barang dengan barang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun dalam pelaksaannya 

system barter ini dinilai kurang efektif karena sangat sulit menemukan barang yang 

dinginkan oleh pihak-pihak yang akan melakukan barter. Karena kesulitan itulah 

manusia beralih menggunakan emas dan logam atau di kenal dengan emas dan 

dirham.  

Seiring berjalannya waktu alat pembayaran manusia pun mengalami evolusi 

yaitu dengan menggunakan uang kertas dengan mata uang negara masing-masing. 

Munculnya alat pembayaran berupa uang kertas juga mempengaruhi sektor ekonomi, 

terkhusunya pada sektor perbankan. Begitupun pada sektor perbankan di Indonesia, 

mereka mengeluarkan produk-produk yang dapat lebih memudahkan nasabahnya 

dalam melakukan transaksi, seperti mengeluarkan E-money, dengan memakai kartu 

untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dilakukan seperti Shared ATM 
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Network,Share Debit Network dan Shared Credit Card Network
1
. Alat pembayaran 

tersebut di pandang positif oleh beberapa kalangan dapat mempermudah masyarakat 

dalam bertransaksi. 

Kemunculan APMK tersebut masih menjadi kontroversi di berbagai 

kalangan terutama kartu kredit. Meskipun demikian tetap saja perbankan berlomba-

lomba dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan kartu kredit tersebut. 

Begitu pun dengan bank , meskipun pada prinsip dan sistem operasional antara bank 

konvensional dan bankberbeda.  

Kemudian bank syariah sendiri juga menerbitkan beberapa APMK, yang 

bertujuan untuk memudahkan nasabah dan menarik minat nasabah untuk 

menggunakan jasanya dalam melakukan transaksaksi. Lalu dengan jalan APMK itu 

bank syariah kemudian bisa mendapatkan laba atau profit dari transaksi-transaksi 

yang dilakukan oleh nasabah. Bank syariah dalam mendapatkan laba dalam aturan 

islam tentu saja tidak boleh menggunakan jalan riba karena itu haram dan tentu saja 

itulah yang membedakan bank syariah dengan bank umum. 

Landasan hukum perbankanberasal dari UU Nomor7/92 tentang Perbnkan yang 

mengatur tentang perbanka, kemudian dalam aktivitasnyaUndang-undang ini diterbitkan 

sebagai dasar hukumyang kemudian muncul aturan Pemerintah No.72/1992 berkenan 

dengan system profit sharing ( Bagi Hasil) . Perundang-undangan No.7/92 sudah 

                                                             
1
Bank Indonesia, “apa itu uang elektronik”, 1 Desember 2020, 

https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx 
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mengalami pergantian dan menerbitkan UUD No 10 Tahun 1998 menjadi dasar aturan 

perbankan.
2
 

Didalam pasal 1 butir ke 3, UU No.10/1998 disebutkan bahwa: 

“Bank adalah lembaga keuangan yang melakukn kegiatan usaha 

secara konvnsional yang didalam kegiatannya menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan nya kepada masyarakat dalam bentuk 

pinjaman atau kredit”
3
 

Selain menggunakan aturan yang perundang-undangan yang mengatur 

tentang perbankan, juga ada Fatwa DSN MUI No.54 / DSN-MUI/X/2006 tentang 

kartu kredit syariah yang aturannya diterbitkan oleh Dewan Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Dalam hal akad transaksi-transaksi pelunasan akan dilaksanakan 

tanpa bunga akan tetapi dilakukan dengan 3 akad, yaitu akadijarah, kafalah, dan 

qard.
4
 

Bank Syariah dalam mengembangkan bisnis kartudapat dilihat dari data BI, 

dimana awalnya BNI Syariah menerbitkanHasanah Card (2009), dan bahkan 

mencatatkan pertumbuhan pada tahun 2012 Hasanah Card yang diterbitkan BNI 

Syariahmencatatkan pembiayaan sebesar Rp. 371,81 miliar atau tumbuh 157,39% 

dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 144,21 miliar, dengan jumlah kartu yang beredar 

mencapai 152.311 kartu. Hingga tahun 2013, pembiayaan Hasanah Card kembali 

meningkat menjadi Rp. 401,58 miliar dengan 169.725 kartu yang beredar.
5
 

                                                             
2
 Sulistiawati, “apa itu perbankan syariah” 1 desember 2020 

https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf 
3
 Otoritas Jasa Keuangan, “pengertian bank syariah”, 1 desember 2020.  www.ojk.id 

4 Adriansyah, “pengertian bank”. 2 Desember 2020.  http://www.infobanknews.com. 
5
BNI, “ iB Hasanah Card”. 5 Desember 2019.  www.bni.co.id 

http://www.infobanknews.com/
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BNI Syariah dengan Hasanah Card merupakan pemain baru di dunia kredit 

card, jumlah pengguna BSI Hasanah Card masih kurang banyak yaitu kurang lebih 

200.000 pengguna. Total transaksi kurang lebih hanya mencapai Rp.1 triliun 

dengan besaran pinjaman yang terhutang sekitar Rp. 400 miliar. Pada tahun 2015 

pembiayaan Hasanah Card mencapai 2,68% dari total pembiayaan sebesar Rp. 

15,04 triliun, dan di tahun 2019 jumlah pengguna Hasanah Card mencapai 304.499 

nasabah, hal ini sangat memungkinkan dari tahun ke tahun rating Hasanah Card 

tumbuh semakin meningkat dan hal ini menunjukkan banyak nasabah yang telah 

menjadi pemegang Hasanah Card.
6
 

Kemudian pada tahun 2021 terjadi perubahan besar-besaran pada sector 

perbankan syariah Indonesia, yang dimana ketiga bank besar yang berlabel syaria 

yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah digabungkan menjadi 

satu dengan nama Bank Syariah Indonesia. Karena bergabungnya ketiga bank 

syariah ini pada akhirnya produk ketiga bank itu pun menyatu menjadi satu, alhasil 

Hasanah card pun ikut menjadi bagian dari Bank Syariah Indonesia dengan nama 

BSI Hasanah card, yang jumlah nasabahnya pada tahun 2020 mencapai 351 

pengguna BSI Hasanah Card.
7
 

Hasanah Card ialah kartu kredit yangpmenggunakan prinsip syariah 

dengan sistempperhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan 

                                                             
6
 www.bni.co.id 

7Akbar, “ Pengertian Prinsip dan Landasan hukum Bank Sesuai Undang-Undang. 1 Desember 
2020 .https://accountinng.binus.ac.id/2017/06/17/,Pengertian,Prinsip dan Landasan Hukum Bank 

Sesuai Undang-Undang 1098/ 

 

https://accountinng.binus.ac.id/2017/06/17/,Pengertian,Prinsip
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kompetitifptanpa perhitungan bunga. Sebagai produkpperbankan, Hasanah Card 

merupakanpkartu berbasis syariahyang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang 

dapatpdigunakan dalam berbagai transaksi, sehinggaditerima di seluruh tempat 

yang bertandapMaster Card dan ATM yang bertanda Cirrus dipseluruh Dunia. 

Dalam Fatwa DSN MUI dijelaskan dengan tegas bahwa Hasanah 

Cardptidak boleh digunakan untuktransaksi yang tidak sesuaipdengan syariah, serta 

terbebas dari perilaku israf. Hal itu tercantum dalam prinsipnya yaitu dwabith wa 

hudud (Batasan) dimana di dalamnya termasuk Israf, Riba, Dan Gharar. Namun 

pada penelitian yang dilakukan oleh Maria Amalia Savitri hal itu berbanding 

terbalik dengan apa yang ditemukannya pada hasil penelitiannya. Maria Amalia 

Savitri mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh DSN MUI dalam Fatwanya 

belum bisa dilakukan pada Hasanah Card terutama pada Tadwih dan Israfnya. 

BSI hasanah Card sendiri dalam pelaksanaanya memiliki beberapa biaya-

biaya, yaitu monthly Fee (biaya bulanan), Annual Fee (biaya tahunan), ta’dwidh 

(Biaya Penagihan).
8
 Biaya-biaya ini sudah ditentukan diawal dengan calon 

pengguna BSI Hasanah Card. Yang menarik di sini adalah biaya ta’dwidh dimana 

biaya ini adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah yang telat membayar 

tagihan. Dalam pelaksanaan ta‟dwidh ini mirip dengan denda yang dilakukan oleh 

bank konvensional kepada nasabahnya yang telat membayar, dimana sama-sama 

kita ketahui denda sendiri itu masuk dalam kategori riba karena berdasarkan time 

valueof money yaitu nilai waktupuang yang di ganti disebabkan oleh kehilangan 

                                                             
8
Bank Syariah Indonesia, “Info Bank”, 6 juli 2021.  www.bankbsi.co.id 
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kesempatan. Sedangkan dalam fatwa MUI sendiri sudah ditegaskan bahwa biaya 

yang harus diganti oleh nasabah yaitu biaya riil yang terjadi akibat kelalaian 

nasabah bukan karena kehilangan kesempatan. 

Beranjak dari penjelasan tersebut maka sangat perlu dilakukan kajian serta 

kesesuaian akad dan kesesuaian prinsip syariah yang dicetuskan oleh fatwaDSN 

Nomor54/DSN-MUI/X/2006. serta melihat bagaimana pendapat para akademisi 

ekonomi islam atau pakar ekonomi islam tentang kartu kredit yang berlabel syariah 

ini. 

Berdasarkan masalah-masalah itu penulis tertarik untukpmelakukan 

penelitianpdengan judul penelitian yaitu “TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH 

NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA HASANAH CARD BANK 

SYARIAH INDONESIA”. 

 

B. Batasan Masalah 

1. Penelitian dalam skripsi ini dikerjakan dengan metode kualitatif dengan 

menggunakan kajian pustaka yang dimana peneliti berusaha mengumpulkan 

butki data melalui jurnal dan artikel yang kemudian diolah menjadi sebuah 

data yang relevan terhadap hal yang ingin diteliti. 

2. Penelitian ini berusaha menganilisis kesesuaian fatwa DSN MUI dengan 

pelaksanaan BSI Hasanah Card pada Bank Syariah Indonesia. 
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3. BSI Hasanah card merupakanpproduk kartu yang dikeluarkan olehpBank 

Syariah Indonesia sebagai kartu pembiayaan atau kartu kredit untuk nasabah 

yang ingin menggunakannya. 

C. Rumusan Masalah 

Dari hasil deskripsi latar belakang masalah yang telahpenulis uraikan sehingga 

penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI pada kartu kredit BSI Hasanah 

Card? 

2. Bagaimana mekanisme denda keterlambatan pada BSI Hasanah Card di 

Bank Syariah Indonesia ? 

3. Apa Upaya upaya yang dapat dilakukan oleh BSI untuk menjaga 

Eksistensi pada kartu kredit BSI Hasanah Card? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fatwa DSN MUI pada kartu 

kredit Hasanah Card BSI 

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme denda keterlambatan pada Bank 

Syariah Indonesia 

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh BSI dalam menjaga 

Eksistensi pada kartu kredit BSI Hasanah Card. 

E. Manfaat Penelitian 

Searah pada tujuan riset studi di atas, diharapkan riset ini akan 

membagikan kemaslahatan, baik secara teoritis maupun praktisi: 
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1. Secara teoritis 

Riset ini bermanfaat untuk peningkatan ilmu perbankan di 

Indonesia, terkhusus analisisterhadap kartu BSI Hasanah Card, 

sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai faktor apa saja 

yang menimbulkan Ta’widh dan apa solusi yang dapat dilakukan. 

2. Secara praktis 

Riset ini akan bermanfaat untuk para pembuat aturan 

(eksekutif dan legislatif) didalam menata system aturan hukum yang 

lebihlayak berhubungan dengan Tinjauan PrinsipPada Kartu Kredit BSI 

Hasanah Card Bank Syariah Indonesia. sekaligus memberikan perhatian 

dan pengawasan yang lebih ketat dan efektif lagi terhadap Bank Syariah 

di Indonesia.
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Jurnal yang disusun oleh Marisa Savitri, Tri Surdawanto, Athi‟Hidayat pada 

tahun 2020 dengan judulppenelitian “ Analisis Penerapan Prinsip Syar’ah 

Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang 

Surabaya
9
”.  Hasil darippenelitiannya yaitu penerapan prinsip syariah card 

pada Hasanah Card yang dilakukanpoleh BNI Syariah KC Surabaya masih 

belum sesuai denganpFatwa DSN MUI No 54, dimana Nasabah tidak 

menerapkan penggunaan kartu kredit sesuai dengan ketentuan Syariah. 

2. Jurnal yang disusun oleh Silvia AnisapDhirima, Tuti Susilawati dan Mahipal, 

pada tahun 2019 dengan Judul penelitan “ Kajian Penereapan Prinsip Kehati-

Hatian DalampPenerbitan Kartu Kredit PadaBank Syariah”10. Hasilnya 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan pedoman persiapan 

dalam penerbitan kartu iB Hasanah oleh BNI Syariah Bank Cabang Bogor 

sudah sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

                                                             
9
Marisa Savitri, Tri Surdawanto, Athi‟Hidayat, “ Analisis Penerapan Prinsip Syar‟ah 

Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syari‟ah Kantor Cabang Surabaya” Journal of Islamic 

Economics Studies Volume 1, Nomor 1, (Februari 2020): 

27.https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+prinsip+syariah+

terhadap+aplikasi+hasanah+card&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DTkjVT5OeC4EJ 
10

 Silvia Anisa Dhirima, Tuti Susilawati dan Mahipal, “ Kajian Penereapan Prinsip 

Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syari‟ah” Jurnal Pendidikan Insan 
Kamil Al Ihya volume 2, nomor 1 (april 2019): 10. 
https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20190823145013.pdf 
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mengingat pengaturan hukum Syariah yang tertuang dalam Fatwa Komite 

Syariah Nasional No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Syariah. Beberapa 

kendala yang dilihat oleh Bank BNI Syariah adalah langkah pemeriksaan 

permohonan bagi calon nasabah kartu iB Hasanah. 

3. Riset skripsi yang dilakukanpoleh Yusron Khoiri pada tahun 2018 dengan 

judulp “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 

Tentang Syariah CardpPada Produk IB Hasanah Card Di Bank BNI Syariah 

Surbaya”
11

. Hasil penelitiannya menyatakan bahwapBNI Syariah Surabaya 

menggunakan tigapakad yang digunakan dalam pelayanan iBpHasanah Card, 

yaitu akad kafalah, Qardh, dan Ijarah. Hal inipsudah sesuai denganpketentuan 

akad dalampkartu kredit syariah dan juga ketentuan akadpyang di fatwakan 

oleh DSN MUI. Sedangkan Ta’widh atau ganti rugi yang diterapkanpoleh 

pihak BNI Syariah Surabayaptidak sesuai dengan ketentuan ta‟widh atau 

ganti rugi yang ditetapkan oleh DSN MUI dan jugasarat sah ta’widh.  

Dari Ketiga penelitian itu, mereka sama-sama membahas dan 

menganalisis tingkat kesyariahan kartukredit syariah yang dikeluarkan oleh 

perbankansyariah di Indonesia serta menghasilkan kesimpulan berbeda-beda. 

 

 

                                                             
11

 Yusron Khoiri “Tinjauan Fatwa Dewan SyariahpNasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 

Tentang Syariah Card PadapProduk IB Hasanah Card Di Bank BNIpSyariah Surbaya” skripsi (2018): 

92.https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdtp0%2C5&q=Tinjauan+Fatwa+dewan+syariah+N

asional+No+54+tentang+syariah+card+pada+produk+Ib+hasanah+card+di+bank+BNi+Syariah+Surab

aya&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DirM42mLx0KYJ 
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B. Deskripsi Teori 

1. Pengertian Kartu Kredit 

Dalam PeraturanpBank Indonesia Nomor.11/11/PBI/2009 yang 

membahas tentang Perolehan APMK, dalam Pasal 1pangka 4 Mastercard 

ialah alatpembayaran dengn mengunakan kartu yang dapat di gunakan 

dalam melakukan penukaran atas komitmen yang timbulpdari suatu 

pergerakan moneter, termasuk dalam pembelian serta penarikan tunai, 

penukaran ditanggung sebelumnya oleh penjamin atau pembuat kartu 

pembiayaan, dan klien kartu diperlukan untuk melakukan cicilan ke 

pendukung kartu sesuai dengan rentang waktu yang disepakati.
12

. 

Kartu Kredit merupakan kartu pembiayaan yang digunakan sang 

pengguna kartu (hamil all-bithaqah) untuk sarana pembayaran dan 

penarikan tunai di tempat yang telah ditentukan dan dibayarkan penuh 

olehpemberi dana pembiayaan atau penerbit kartu (musshdir al-bithaqa) 

sesuia dengan waktu yang telah ditentukan. Orang-orangyang terlibat yaitu 

bank sebagai pembuat kartu (musshdir al-bithaqa), pengguna kartu (al-

bithaqah hamil), dan tempat digunakannya kartu kredit ini (Taajir/Qabil al-

Bithaqah).
13

 

                                                             
12

 Ikatan Bangkir Indonesia: Bisnis Kredit Perbankan, (Jakarta: Grammedia,2018): 193. 
13

Jurnal Ulul Azmi Mustofa. Card Perspektif Al-Maqasid . EkonomiUniversitas Darussalam 

Malang: 2016):44 
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Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonsia dalam aturan Nomor 

54/DSN_MUI/X/2006 DSN MUI, kartu kredit (card) adalah kartu yang 

fungsinya sama dengan kartu kredit yang hukumnya sesuai dengan syariat 

islam yang ada antara pihak-pihak yang terlibat serta sesuaipdengan prinsip 

dengan ketentuan yang disebutkan dalampfatwa ini.
14

 

Pada dasarnya kartu pembiayan yang diterbitkan oleh perbankan, 

baik itu syariah maupun umum itu sudah termasuk kartu kredit, karena 

system yang digunakan adalah memberikan pinjaman atau pembiayaan 

kepada nasabah dalam bentuk kartu dan bisa digunakan oleh nasabah untuk 

belanja dimana transaksi belanjanya terlebih dahulu ditanggung oleh pihak 

bank atau penerbit kartu. Yang membedakan kartu kredit bank syariah 

dengan bank konvensional itu adalah system bunga nya, dimana bank 

syariah tidak menggunakan bunga pada system operasional kartu kreditnya. 

Bank Syariah menggunakan akad dalam pengoperasiannya, yaitu akad 

qard,kafalah dan ijarah. Nah ketiga akad inilah yangpmenjadi pembedabesar 

antara bank syariah denganpbank konvesional.
15

 

Pada kartu krredit yang dikeluarkan olehbank syariah juga 

mengatur tentang batasan (dwabith wa hudud) yaitu suatu aturan larangan 

bertransaksi barang yang haram, berperilaku israf, dan menggunakan kartu 

kreditnya di tempat-tempat yang dilarang dalam agama. 

                                                             
14

Fatwa DSN MUI tentang Card, 110  
15

 Sutomo Abu Nash, Kartu Kredit Syariah, Edisi 1 (Jawa Barat:Kuningan,2018),26 
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a. Pihak-Pihak YangpTerlibat Dalam Kontrak Kartu Kredit 

1) Penerbitpkartu (muqarid) atau kreditur, sebagai pihak yang 

menerbitkan kartu kepada nasabah yang ingin menggunakan 

kartu teresebut,dimana penerbit kartu adalah wakil nasabah 

setiap nasabah melakukan belanja. 

2) Pengguna Kartu (Mutaqridh) atau debitu, adalah orang yang 

akan menggunakan kartu kredit itu sebagai peminjam, yang 

dimana pinjamannya itu akan ia bayarkan ke penerbit sesuai 

dengan kontrak yangberlaku 

3) Pedagang (supplier), yaitu orang yang bertindak sebagai 

penyedia barang atau pedagang dimana tempat nasabah itu 

menggunakan kartu kreditnya dan pedagang yang bersangkutan 

telah ada kerjasama sebelumnya dengan pihak bank. 

4) Pengawas (merchant), yaitu orang atau pihak yang akan 

melakukan penagihan kepada nasabah serta melaksanakan 

pelunasan pembelian kepada pedagang tempat nasabah 

belanja.
16

 

b. Aturan Hukum Dalam Islam Yang digunakan Dalam Penerbitan 

Kartu Kredit 

Sebagaimana di jelaskanpdalam QS Al-Maidahp [5] : 1 

                                                             
16

Jurnal Wardani Fitri Anis. Kartu KreditDalam Tinjauan Islam. Ekonomi Universitas 

Darussalam Malang: 2016), 44 
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 َٰٗ ىِ إلِاَّ يَب ٚزُۡهَ عََٰ َۡ َ خُ ٱلۡۡ ًَ ٛ ِٓ فُٕاْ ثٱِنۡعمُُٕدِِۚ أحُِهَّذۡ نكَُى ثَ ۡٔ اْ أَ َٰٕٓ ٍَ ءَايَُُ ب ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ
َٰٓ ََٰٚ

ذِ  ۡٛ شَ يُحِهِّٙ ٱنصَّ ۡٛ كُىۡ غَ ۡٛ َ ٚحَۡكُىُ يَب ٚشُِٚذُ عَهَ ٌَّ ٱلِلَّ أََزىُۡ حُشُو ٌۗ إِ َٔ  

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 

demikianitu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendakiNya”.
17

 

 

Dan di jelaskan pada QS Al-Maidah [5] : 2
18

 

لَا  َٔ شَ ٱنۡحَشَاوَ  ۡٓ لَا ٱنشَّ َٔ  ِ َٰٓئشَِ ٱلِلَّ اْ شَعََٰ ٍَ ءَايَُُٕاْ لَا رحُِهُّٕ ب ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ
َٰٓ ََٰٚ َ٘ ذۡ َٓ ٱنۡ

ٌَ فضَۡم ذَ ٱنۡحَشَاوَ َٚجۡزغَُٕ ۡٛ ٍَ ٱنۡجَ ٛ لَآَٰ ءَآَٰيِّ َٔ ئذَِ 
َٰٓ لَا ٱنۡمَهََٰ ٍ اٗ  َٔ ىۡ  يِّ ِٓ ثِّ  سَّ

ٌ ََٰٕ سِضۡ إرِاَ اِۚ ٗ  َٔ لَا  فٱَصۡطَبدُٔاِْۚ  حَهَهۡزىُۡ  َٔ ٍَ َٚجۡشِ  َٔ وٍ أٌَ يََُّكُىۡ شَ ٕۡ ٌُ لَ ا َٗ  ٗ

غۡجِذِ ٱنۡحَشَاوِ أٌَ رعَۡزذَُٔاْْۘ  ًَ ٍِ ٱنۡ كُىۡ عَ ٰۖ صَذُّٔ َٰٖ َٕ ٱنزَّمۡ َٔ َُٕاْ عَهَٗ ٱنۡجشِِّ  َٔ رعََب َٔ

َ شَذِٚذُ ٱنۡعِمَبةِ  ٌَّ ٱلِلَّ َٰۖ إِ ٱرَّمُٕاْ ٱلِلَّ َٔ  ٌِِۚ ََٰٔ ٱنۡعذُۡ َٔ ثۡىِ  َُٕاْ عَهَٗ ٱلِۡۡ َٔ لَا رعََب َٔ  

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 
Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram [390], 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya [391], dan binatang-

binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan 

dari Tuhannya [393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 

Maka bolehlah berburu.Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada 

sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil 

haram,mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).dan tolong-

                                                             
17 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: 

Bandung, 2019 
18 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: 

Bandung, 2019 
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menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya”.
19

 

Secara komprehensif, ayat ini mengungkapkan komitmen untuk 

umat Islam secara individu melakukan hal-hal halal dan menjauhkan diri 

dari perbuatan yang korup, khususnya perbuatan makan riba. 

2. Prinsip Syariah Pada Kartu Kredit Menurut DSN MUI 

Terdapat sebagian prinsip prinsip yang diharamkan pada syariah 

cardphendak senantiasa terjalin pada kartu kreditpkonvensional. Perihal 

itu dipaparkan pada ajaran DSN- MUI mengenai syariah card pada 

determinasi mengenai batas (DhawabithpWaHudud). Yang awal 

merupakan tidak memunculkan riba. Dalam bahasapIndonesia riba 

dimaksud selaku bunga (bagus sedikit ataupun banyak). Bagi sebutan 

teknis, ribapberarti pengumpulan bonus dari harta utama ataupun modal 

dengan cara batil. Dalam Inggrispriba dimaksud interest( bunga sedikit) 

ataupun usurnyp (bunga yang banyak).
20

 

Riba bisa mencuat dalamppinjaman (riba dayn) serta bisa pula 

mencuat dalampperdagangan( riba bai‟). Riba bai terdiripdari 2 tipe, 

ialah riba sebab alterasi benda semacam namun jumlahnya tidak balance( 

riba fadl), serta riba sebab alterasi benda semacam serta jumlahnya 

                                                             
19

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: 
Bandung, 2019 

20
 Kholid Syamhudi, tahukah anda apa itu hudud? . 3o okotober 2021, 

http://ekonomisyariat.com/belajar-islam/tahukah-anda-apa-itu-hudud.html 
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dilebihkan sebab mengaitkan waktu durasi (ribapnasiah).
21

 Ribapdayn 

berarti bonus, ialah pembayaran bonus atas tiap tipe pinjaman dalam 

bisnisputang- piutang ataupunpperdagangan yang wajib dibayarkan oleh 

peminjam pada donatur pinjamanpdisamping pengembalian utama yang 

diresmikan tadinya. Inti dari riba pinjaman( riba dayn) merupakan bonus 

utama yang diresmikan sedikit ataupun banyak. Pantanganpriba yang ada 

dalam Al-Quran tidak diturunkan sekalian melainkanpditurunkan dalam 

4 langkah. Pada langkah awal, keharamanpriba buat awal kalinya dengan 

cara implicit dipaparkan pada QS. Ar- Rum 30: 39 
22

  

ْٛزىُْ  رَ َٰٓ اَٰ يَب َٔ ِۚ ِ ُْذَ اللّٰه ا عِ ْٕ الِ انَُّبطِ فلَََ ٚشَْثُ َٕ َْٰٙٓ ايَْ ا۠ فِ َٕ ثًب نِّٛشَْثُ ٍْ سِّ ْٛزىُْ يِّ رَ يَبَٰٓ اَٰ َٔ

 ٌَ ْٕ ضْعِفُ ًُ ىِٕكَ ْىُُ انْ
ِ فَبُٔنَٰٰۤ جَّْ اللّٰه َٔ  ٌَ ْٔ ْٚذُ ٕحٍ رشُِ ٍْ صَكَٰ  يِّ

Terjemahnya: 

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah 

pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan 

apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-

orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS.Ar-Rum/30: 39). 

 

Bagian ayat tersebut itu ialah bagian dari ayat- ayat Makiyyah. 

Ulasan hal riba dalam ayat 39 surah Ar- Rum yang tercantum jenis ayat 

ayat Makiyyah itu memiliki suatu gejala hal alangkah berartinya 

permasalahan riba ini. Kebanyakan pakar (jumhurpal- mufassirin) 

                                                             
21

 Ibid 
22 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: 

Bandung, 2019 
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beranggapan kalau yang diartikan dengan riba pada bagian itu 

merupakan sesuatu wujud pemberian (al- athiyyah) yang di informasikan 

seorang pada orang lain bukan dengan tujuan buat mencapai ridha Allah 

SWT, namun cuma hanya memperoleh balasan duniawi semata. Sebab 

itu pelakunya tidak hendak mendapatkan balasan dari Allah. Apabila 

diperhatikan bagian 39 tidak dengan cara akurat mengatakan mengenai 

keharaman riba. Sebab itu para malim berlainan opini hal apa sebetulnya 

yang diartikan dengan riba pada bagian itu.  

Yang kedua, riba digambarkanpsebagai suatu yang buruk. Allah 

SWT akanpmemberikan balasan yang keraspkepada orang Yahudi yang 

memakan riba. Seperti yang tertulispdalam Al-Quran surat An-Nisaa‟ 

ayatp160-16.
23

 

ىۡ عٍَ   ِْ ثصَِذِّ َٔ ىۡ  ُٓ ذٍ أحُِهَّذۡ نَ ىۡ طَِّٛجََٰ ِٓ ۡٛ يُۡبَ عَهَ َْبدُٔاْ حَشَّ  ٍَ ٍَ ٱنَّزِٚ فَجظُِهۡىٖ يِّ

ُٕٓاْ  لذَۡ َُ َٔ اْ  َٰٕ ثَ ِْىُ ٱنشِّ أخَۡزِ َٔ ا  ِ كَثِٛش  لَ ٱنَُّبطِ عَجِٛمِ ٱلِلَّ ََٰٕ ىۡ أيَۡ ِٓ أكَۡهِ َٔ  ُّ ُۡ عَ

ب  ً ُٓىۡ عَزاَثًب أنَِٛ ُۡ ٍَ يِ فِشِٚ أعَۡزذَََۡب نِهۡكََٰ َٔ طِمِِۚ    ثِٱنۡجََٰ

Terjemahan : 

 “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas 

mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) 

dihalalkan bagi mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, 

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka 

telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan 

jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir 

diantara mereka itu siksa yang pedih.” (An-Nisaa‟: 160-161). 

                                                             
23 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: 

Bandung, 2019 
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Ayat tersebutpmenjelaskan tentang adanya semacamphukuman 

Tuhan terhadap kaumpYahudi, sehingga merekaptidak bisa lagi 

mengkonsumsipbeberapa jenis makanan tertentu yangpsemula 

dihalalkanpbagi mereka. Kemudian Allah SWTpmelakukan 

pengharamanpbeberapa jenispmakanan tertentu yangpsemula 

dihalalkanpbagi merekapyangpsengajapditetapkan-Nya dalampkitab 

Taurat. Hukuman tersebutpditimpakan kepada mereka, antara lain 

karenaptigapalasan yangptercantum dalampayatp160-161 suratpAn-Nisa 

yakni, (1) banyak menghalangipmanusia dari jalanpAllah, (2) 

memakanpriba, padahal mereka dilarang memakannya, dan (3) 

memakanharta orang lain dengan cara bathil. Kembali pada riba. Akan 

tetapi mereka justru mempraktekannya dengan berbagai cara. Salah 

satunya, meminjamkan uang kepada selain mereka dengan cara ribawi. 

Keharaman riba sudah diterangkan secara eksplisit dengan larangan 

memakan riba sebagaimana tercantum dalam ayat 130 surat Ali-Imran, 

yang berbunyi sebagai berikut :
24

 

َ ي ٱرَّمُٕاْ ٱلِلَّ َٔ  
ٰۖ عَفَخ  ضََٰ ب يُّ ف  اْ أضَۡعََٰ َٰٓ َٰٕ ثَ ٍَ ءَايَُُٕاْ لَا رأَۡكُهُٕاْ ٱنشِّ ب ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ َٰٗٓ َٰٗ َٗ

 ٌَ   نعََهَّكُىۡ رفُۡهِحُٕ
Terjemahnya: 

                                                             
24 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: 

Bandung, 2019 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan” 

 

Dalam menafsirkan penggalan ayat 130 surat Ali-Imran yang 

berbunyi adh‟afan mudha‟afah, dikalangan para ulama terjadi perbedaan 

pendapat. Satu pendapat menyatakan, riba yang hanya sedikit saja 

hukumnya halal. MenurutpSayyid Quthb, penggalan ayat 130 surat Ali-

Imran yangpberbunyi, adh'afanmudha‟afah, merupakanpsebuah sifat 

yang lazimpmelekat pada riba. pKarena itu,meskipun ditetapkan dalam 

kadar yangpsedikit saja, psecara natural, seiring berjalannya waktu, priba 

yangpsedikit itu, lama-kelamaan pasti akan berubah menjadipberlipat 

ganda juga. Bila pendapat Sayyid Quthb ini diterima, maka riba itu 

tetappharam hukumnya, baik dalam kadar yang sedikit saja maupun 

dalampkadar yang berlipat ganda. Yang terakhir, Allah SWT 

denganpjelas dan tegaspmengharamkan apappun jenis tambahanpyang 

diambil dari pinjaman. Ini adalahpayat terakhir yang diturunkan 

menyangkutpribapArtinya: “Hai orang-orangpyang beriman, 

bertakwalahpkepada Allahpdan tinggalkan sisapriba (yang belum 

dipungut) jika kamuporang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak 

mengerjakanp (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilahpAllah dan 

Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 

pengambilan riba) makapbagimu pokok hartamu, kamu tidak 

menganiaya dan tidakppula dianaya.” (Q.S. Al-Baqarah/23 : 278-279). 
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Ayat ini merupakan ayat terakhir tentang riba yangpditurunkan kepada 

Nabi MuhammadpSAW. Ayat tersebut paling sedikitberisi tentang 

penjelasanptentang dampak negatif daripriba, yaitu : 

a. Riba menjadikan pelakunya laksanaporang yangpkerasukan 

setan.pSehingga tidak dapat lagipmembedakan antara yangphak 

dengan yang bathil,psepertiptidak dapat membedakanpjual beli 

yangpjelas-jelasphalal dengan riba yang jelas-jelaspharam.  

b. Dalam ribapterdapat unsur dzulmp (penindasan terhadap orang 

lain) yangtidak ada pada jualpbeli. Karena itu jual beliphalal, 

sementarapriba harampdilakukan. 

c. Pada haripkiamat nantippemakan riba akan mendapatpsiksa 

yangpkekal abadi di dalampneraka. 

Praktekpriba terjalin pada kartu kreditpkonvensional. Bila card 

holderptidak bisa melunaskan kewajibannyappada waktu durasi yang 

sudah didetetapkan, hingga card holder harus melunasi jumlah gugatan 

yangpditambahkan denganpbunga bersumber pada akad, serta bunga itu 

hendak berkeluk lalu menembus bila cardpholder tidak melunaskan 

kewajibannyapdi bulan yang kelak. Lain perihal bila card holder bisa 

melunaskan kewajibannya pas pada durasi yang didetetapkan hingga 

card holde tidak dikenakan bunga. Berlainan dengan determinasi pada 
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syariah card. Pada syariah card ada bayaran yang diucap dengan bayaran 

tawidh. 

AjaranpDSN- MUI Nomor. 43 mengenai ubah cedera (ta‟widh) 

menyudahi kalau ubah cedera cuma bisa dikenakan atas pihak yang 

dengan terencana ataupun sebab kelengahan melaksanakan suatu yang 

menyimpang dari determinasi akad serta memunculkan kehilangan lain 

serta kehilangan yang bisapdikenakan ta‟widh merupakan kehilangan rill 

yang bisa diperhitungkan dengan nyata. Besar upah cedera ( tawidh) 

merupakan cocok dengan angka kehilangan riil (realloss) yang tentu 

dalam dirasakan (fixed cost) dalam bisnis itu serta bukan kehilangan 

yang diperkirakan hendak terjalin( potential loss) sebab terdapatnya 

kesempatan yang lenyap (opportubity loss ataupun alfurshah 

aldhai‟ah).
25

  

Besamya upah cedera ini tidak bisa dicantumkanpdalam akad. 

Perbandingan antarapbunga dengan bayaran ta‟ widh merupakan selaku 

selanjutnya, bunga merupakan bonus yang dikenakanpdalam bisnis 

pinjaman duit atau kreditp (alqard) yang diperhitungkan dari utama 

pinjamanptanpa memikirkan eksploitasi atau hasil utama itu, bersumber 

pada tempo durasi, diperhitungkan dengan cara tentu di wajah, serta pada 

biasanya bersumber pada persentase. 

                                                             
25

Dsn Mui, tadwidh, cidera wansprestasi, 30 oktober 2021.http://dsn.mui.com 
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Sebaliknya bayaran ta‟widh merupakan ubah cedera yang 

bermaksud buat menutup kehilangan yang terjalin dampak pelanggaran 

ataupun kelalaian yang cuma bisa dikenakan atas pihak yang disengaja 

ataupun sebab kelengahan melaksanakan suatu yang menyimpang dari 

determinasi akad serta memunculkan kehilanganppada pihak lain. 

Prinsip yang kedua merupakan tidak dipakai buat bisnis yang tidak 

cocok denganpsyariah. Perihal ini bisa dibilang dengan tidak terdapatnya 

bisnis yang bertabiat gharar. 

Ucapan gharar dengan cara etimologi berarti kebingungan 

ataupun resiko, serta gharar berarti pula mengalami sesuatu musibah, 

kehilangan serta ataupun kebinasaan. Gharar pula dibilang selaku suatu 

yang bertabiat ketidakyakinanp (uncertainty). Jual beli gharar berarti 

suatu jual beli yang memiliki faktor ketidaktahuan ataupun 

ketidakpastianp (jahalah) antara 2 pihak yang berbisnis ataupun jual beli 

sesuatu subjek akad yang tidak dipercayai bisa diserahkan. Dalam 

pemaparan rancangan seimbang yang dicoba oleh Suwailem ( 1999) 

serta dibesarkan oleh Dermawan (2000), salah satupkomponennya 

merupakan tidak bisa gharar ataupun dalam sebutanpekonominya diucap 

uncertainty with Zero. Sebab gharar berarti dzalim pada salah satu pihak 

pelaku bisnis.
26

  

                                                             
26 Bank muamalat, Gharar,Maysir dan Riba. 19 Feberuari 2020, 

http://www.bankmuamalat.com 
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Sebab dalam ghararpada faktor menyantap harta orang lain 

dengan metodepbathil. Dengan cara garis besar gharar dipecah jadi 2 

bagian utama, ialah gharar dalam sighat akad serta gharar dalam 

subjekpakad. Gharar dalam subjek akad mencakuppsalah satunya 

merupakan ketidaktahuan (jahl) dalam tipe subjek akad, ialah tidak 

diketahuinya subjek akad yang hendak ditransaksikan, alhasil zat, watak 

dan kepribadian dari subjek akad tidak dikenal( majhul). Buat itu para 

pakar Fiqih akur, kalaupmengenali tipe obyek bisnis ialah ketentuan 

sahnya jual beli. Ketidak jelasan obyek bisnispbisa membatasi sahnya 

jual beli begitu juga ketidak jelasan atas rupanya. 

Dalam sebagian kesusastraan fiqih dituturkan mengenai 

disyaratkannya mengatakan berbagai dari obyek bisnis (dengan cara 

nyata) supaya akadnya jadi legal, serta beberapa yang lain dengan 

mengatakan watak ataupun kepribadian dari obyek transaksinya. Tipe 

gharar ditinjau peristiwanya merupakan: 

a. Jual beli barang yang belumpada. 

b. Jualpbeli tidak jelas, baik mutlak padapbarangnya, jenispmaupun 

sifatnya.  

c. Jualpbeli barangpyang tidak mampupdiserah terimakan.  
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Ulamapbermadzhab Syafi‟i mempunyai tiga perincianppendapat 

dalam persyaratan atas penyebutanpsifat, karakter danpjenis transaksipagar 

transaksiptersebut menjadi sah:  

a. Tidak sahpsuatu transaksi jual belipsehingga disebutkan seluruh sifat 

dan karakternya 

b. Tidak sahptransaksi jualpbeli sehingga disebutkanpsifat sifat dan 

karakterpkomoditi yang dikehendaki. 

c. Keabsahanpjual belipdengan tanpa penyebutanpsifat danpkarakter 

komoditi dapatpterjadi asalkan mekanisme khiyarpru‟yah (masa 

pilihanpdengan melihat komoditi) pmasih berlaku bagippembeli.  

Di kartu kredit konvensional tidak terdapatpketentuan 

mengenaipjenis objek transaksi yangpdiperbolehkan. Jadi apapunpobjeknya, 

transaksi dapat menggunakanpkartu kredit konvensional, baik itu objek 

yangphalal maupun haram. Lain hal dengan yang terjadi pada syariah card. 

Hanyappada produk-produk yang halalpsaja syariah card dapat 

dipergunakan. Prinsippyang ketiga adalah tidak mendorong pengeluaran 

yang berlebihan ataupkonsumerisme atau israf.  

Menurut bahasa, israf adalah menafkahkanp (membelanjakan) 

sesuatuptidak dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadapAllah. Israf juga 

berarti berlebih-lebihanpmelewatipbatas. 

Sedangkanpmenurut istilah, israf berarti melewati bataspdalamphal 

makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, danpkeinginan 
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yangptersembunyi dalam jiwa manusiapAllahpberfirman dalam (QS AI-

Isra‟/17: 27) mengenai pelaranganpisraf sebagaipberikut:
27

 

سًا ْٕ ّٖ كَفُ ٍُ نِشَثِّ ْٛطَٰ ٌَ انشَّ كَب َٔ ٌۗ ٍِ ْٛ طِ َٰٛ ٌَ انشَّ ا َٕ ا اِخْ َْٰٕٓ ٍَ كَبَُ ْٚ سِ جزَِّ ًُ ٌَّ انْ  اِ

 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 

syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.(QS.Al-Isra‟/17:27). 

 

Pada praktek di kartu konvensional tidak terdapat pagu maksimal 

pembelanjaan, sehingga card holder dapat dengan bebas menggunakan kartu 

kredit. Akan tetapi kartu kredit syariah menetapkan batas minimum 

pembayaran setiap jangka waktunya, sehingga tidak mendorong nasabah 

menjadi konsumtif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

 

Tabel 2.6.Dwabithpwa hudud 

Dwabith Wa Hudud 

(Batasan) 

Keterangan 

Ribap Adanya Bungaapabila cardpholder 

tidak dapat melunasipkewajibannya 

pada jangkapwaktu yang telah 

ditentukanmaka card holderpwajib 

                                                             
27 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: 

Bandung, 2019 
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membayarptagihan yang telah 

ditambahkanpdengan bunga. Dan 

bunga akanpbertambah terus 

menerus apabila card 

holderptidak dapat melunasi 

kewajibannyapdi jangka waktu 

berikutnyap 

Israfp Tidakadanya batasmaksimum/limit 

pembelianpmenjadikan nasabah 

kartu kredit bersifat konsumerisme. 

Ditambah denganpadanya batas 

minimumppembayaran menjadikan 

kurangpadanya rasa tanggung jawab 

dalamppelunasan tagihankartu 

kreditp 

Ghararp Tidak adanyapketentuan objekyang 

dapat dibayar dengan kartukredit. 

Apapun jenispobjeknya jika sudah 

tergabungpsebagai merchant dari 

provider kartu kredit tersebut, pmaka 

transaksipdapat dilakukan. 

 

 

3. Tadwidh 

a. Pengertian Tadwidh 

Kata tadwidh berasal bahasa arab yaitu kata Iwaddha, yang 

artinya menggantikan atau memperbaiki. Tadwidh secara bahasa 

memiliki arti untuk mengganti (loss) kerugian, sedangkan menurut 

istilah itu membayar sejumlah kerugian yang terjadi akibat 

melakukan sesuatu hal yang melenceng atau pelanggaran.
28

 

                                                             
` 

28
 Ahmd illham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syari’ah, Edisi 2 (Jakarta: PT. Gramedia 

PustakaUtama, 2019), 635  
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Ta'dwidh adalah jumlah harta kekayaan yang 

ditanggungkan untuk nasabah dalam menutupi kerugian yang 

dialami oleh bank karena kecerobohan nasabah karena melakukan 

sesuatu yang yang tidak sesuai dengan aturan dalam perjanjian.  

Bank bisa membebankan ta'dwidh dalam ukuran kerugian 

yang nyata yang dapat ditentukan dengan jelas kepada nasabah 

yang telah lalai dalam tanggung jawabnya.
29

 Bank bisa mengakui 

dana ta’dwidh sebagai dana pendapatan apabila kerugian yang 

diganti adalah kerugian yang nyata terjadi (real loss) bukan karena 

kerugian yang sudah diperkirakan akan terjadi (potensial loss) atau 

pun kehilangan kesempatan (oppoertunity loss).
30

 

b. Landasan Hukum Tadwidh
31

 

1) Firman Allah 

a) QS. al-Maidah [5]:1: 

دِ  ْٕ ا ثِبنْعمُُ ْٕ فُ ْٔ َ ا أ ْٕ ٍَ آيَُُ ْٚ ب انَّزِ َٓ  … َٚب أَُّٚ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …" 

b) QS. al-Isra' [17]: 34: 

                                                             
29

Muhammad, Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syari’ah. Edisi 2 (Yogyakarta: UII 

Press, 2019):89-90 
30

 Fatwa DSN MUI 
31

 https//tfsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh diakses pada tanggal 11 april 2021 pukul 

21:08 wita 

https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh
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لاً …  ْٕ ٌَ يَغْئُ ذَ كَب ْٓ ٌَّ انْعَ ذِ، إِ ْٓ ا ثِبنْعَ ْٕ فُ ْٔ أَ َٔ. 

"…Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggunganjawabannya." 

c) QS. al-Baqarah [2]: 194: 

ثمِْ يَب اعْزذََٖ  … ًِ ِّ ثِ ْٛ ا عَهَ ْٔ ُ ْٛكُىْ فَبعْزذَ ٍِ اعْزذََٖ عَهَ ًَ فَ

. ٍَ ْٛ زَّمِ ًُ َ يَعَ انْ ٌَّ اللَّّٰ ا أَ ْٕ ًُ اعْهَ َٔ  ،َ ارَّمُٕا اللَّّٰ َٔ ْٛكُىْ،   عَهَ

"… maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) 

kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia 

timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, 

bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." 

d) QS. al-Baqarah [2]: 279-280: 

لاَ … َٔ  ٌَ ٕ ًُ ٌَ رُٔ عُغْشَحٍ  لاَ رظَْهِ ٌْ كَب إِ َٔ ؛  ٌَ ٕ ًُ رظُْهَ

ُْزىُْ  ٌْ كُ ْٛش  نكَُىْ إِ ا خَ ْٕ ٌْ رصََذَّلُ أَ َٔ ْٛغَشَحٍ  فَُظَِشَح  إِنَٗ يَ

. ٌَ ٕ ًُ  رعَْهَ

"... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika 

(orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh 

sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." 

2) Hadits 
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a) Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: 

ْٔ ا وَ حَلَلَاً أَ ٍَ إلِاَّ صُهْحًب حَشَّ ٛ ًِ غْهِ ًُ ٍَ انْ ْٛ هْحُ جَبئضِ  ثَ نصُّ َٗ

وَ أحََمَّ  ىْ إِلاَّ شَشْطًب حَشَّ ِٓ ٌَ عَهَٗ شُشُٔطِ ٕ ًُ غْهِ ًُ انْ َٔ حَشَايًب 

ْٔ أحََمَّ حَشَايًب  .حَلَلَاً أَ

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram." 

b) Hadis Nabi riwayatpjama'ah (Bukhari dariAbu Hurairah, 

Muslim dari AbupHurairah, Tirmizi dari Abu Hurairahpdan Ibn 

Umar, Nasa'i daripAbu Hurairah, Abu Daudpdari Abu 

Hurairah, Ibn Majahpdari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad 

dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan 

Darami dari Abu Hurairah): 

ِ ظُهْى   ّٙ  … يَطْمُ انْغَُِ

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 

mampu adalah suatu kezaliman …" 

c. Ketentuan Ta’widh yang dikeluarkan oleh MUI dalam Fatwanya 

adalah sebagai berikut: 
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1) Para pihak yang dengan sengaja atau sembrono melanggar 

perjanjian perjanjian dan perbuatan merugikan perserikatan harus 

diberi ganti rugi (ta'widh). 

2) Kerugian dalam hal ini yang disebutkan di bagian ini adalah 

kerugian nyata yang riil terjadi. 

3) Musibah yang nyata sebagaimana di maksud dalam ayat 2 yang 

merupakan biaya sebenarnya dikeluarkan agar menjamin hak yang 

harus dibayar.  

4) Besaran gaji (ta'widh) didasarkan pada nilai sebenarnya dari 

bencana yang seharusnya tersedia (fixed cost), bukan bencana 

biasa (possibility of disaster) yang disebabkan oleh kebetulan atau 

sebab lain. -fursyah al-adhai'ah).  

5) Pengantian (ta'widh) harus ditujukan pada pertukaran (aqad) yang 

dapat menimbulkan kewajiban (da‟in), seperti salam,istishna dan 

murabhah dan ijjarah. 

Pada akad mudharabah dan musyarakah, balas jasa bisa saja 

dipaksakan oleh shahibulmal atau salah satu majelis kepada 

musyarakah keuntungan yang akan diperoleh jelas tetapi tidak di 

bayarkan. 

Aturan khusus yang mengatur tentang pengenaan tadwidh dalam 

fatwa DSN MUI: 
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a) Imbalan yang diperoleh dalam LKS dapat dianggap sebagai hak 

untuk menerima upah (pembayaran). 

b) Jumlahnya tunduk pada kemalangan yang sebenarnya, dan 

metode pembayaran tunduk pada pemahaman asosiasi. 

c) Perjanjian mungkin tidak mengingat jumlah pembayaran ini. 

d) Asosiasi yang telah mencapai mufakat harus membayar biaya 

litigasi dan biaya lain yang dikeluarkan untuk menyelesaikan 

kasus tersebut.
32

 

d. Pendapat Para Ulama Tentang Tadwidh 

1) Pandangan Ibnu Qudamah dalam al Mughni, bahwa menunda-

nunda pembayaran atas utang yang ada itu dapat menimbulkan 

kerugian dan karena itu ia berpedabat,
33

“ Jika pemegang 

rekening (pemegang utang bermaksud melakukan perjalanan, 

atau debitur (pemberi pinjaman) ingin mencegah pemegang 

utang (bepergian), perlu dilakukan tindakan berikut: Jika 

perkembangan utang akhirnya terjadi ketika ia meninggalkan 

perjalanan, seperti seperti pergi haji, utang pemegangnya masih 

di jalan, dan jatuh tempo utangnya masih jauh di Muharram 

atau Zulkij, pemberi pinjaman dapat melarang dia bepergian 

karena dia (penyewa) akan tertunda karena (Memperoleh) hak 
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bangunannya dan menderita kemalangan (dhrar), tetapi jika 

pemegang rekening menunjuk seorang penjamin atau 

menyerahkan jaminan (qadai), ia harus membayar sejumlah 

kewajibannya ketika ia memilih, ia dapat melakukan perjalanan 

karena dapat menghindari kemalangan pemberi pinjaman.” 

2) Pandangan Wahbah al-Zuhailli mengenai tadwidh (ganti rugi) 

ialah mengganti rugi akibat melanggar aturan dan lalai dalam 

melaksanakan kewajibannya”
34

. ketentuan yang umum berlaku 

pada tadwidh dapat berupa: 

a) Perlakukan kemalangan sebagai komoditas (dharar, 

ancaman, misalnya, memperbaiki rintangan) 

b) Memperbaiki objek yang rusak sesempurna yang 

diharapkan, misalnya membangun kembali objek yang 

rusak hingga selesai. Asumsi ini sulit dibuat, sehingga 

harus diganti dengan benda yang setara (sebanding) atau 

uang tunai. 

3) Pandangan ulama yang membolehkan ta‟widh 

Seperti yang dikutippoleh Isham Anaspal-Zaftawi:
35

“ kerugian 

layaknya di tiadakan sesuai dengan ketentuan dalam aturan islam 

dan kerugian itu akan tetap ada sampai ia diganti, dan untuk 
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 Wahab Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman, (Damsyiq: Daar al fiqr,1998): 87 
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 Abi Muhammmad Aabdullah bin Ahmad,al Mughni LibniQudamah, (riyadh: Maktabah 
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pemberian hukuman untuk nasabah yang mampu akibat penundaan 

pembayaran tidak memberikan manfaat untuk pihak penerbit kartu 

yang mengalami kerugian. Penangguhan kredit samapdengan 

ghashab, oleh karena itu sanksinya pun sama, apalagi pelaku 

ghashabpbertanggung jawabpatas subjek ghashab selama masa 

ghashab (nilai) barang apabila terjadi kerusakan. 

e. Fatwa DSN MUI Tentang Biaya Riil Sebagai Tadwidh Akibat 

Wanprestasi 

Fatwa DSNMUI No 129/ DSN-MUI/VII/2019 Memutuskan :
36

 

1) Sebuah. Ta'widh (Kompensasi) adalah ukuran uang tunai atau 

produk yang dapat dihargai dengan uang tunai yang 

dibebankan kepada individu atau elemen untuk wanprestasi. 

2) Pengeluaran asli adalah biaya langsung yang benar-benar 

terjadi karena default. 

3) waprestasi (ingkar janji) adalahpmelakukan sesuatu yangtidak 

seharusnya dilakukanp (al-ta 'addIi), tidak melakukan apa yang 

seharusnyapdilakukan (al-taqshhir), atau menyalahpgunakan 

apa yang telahpdisepakati (mukhalafat al-syuruth) yang dapat 

sebagai: 

a) tidakpdapat membayar komitmen apapun; 

                                                             
36

 https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/  

https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/


34 
 

 
 

b) dapat membayar komitmen tepatpwaktu akan tetapi 

jumlahnyaptidak sepenuhnya disetujui; 

c) membayarkomitmen dengan jumlah sesuai dengan 

kesepakatan namun melewati waktu yang disepakati; 

d) membayar komitmen melewati waktu yang disepakati 

dengan jumlah yang tidak persis seperti yang telah 

diselesaikan; 

e) Memasukkan antara lain tidak terpenuhinya komitmen 

sebagai kewajiban (al-dain), ujrah, pengakuan bagi hasil 

atas keuntungan usaha yang jelas-jelas merupakan 

keistimewaan LKS serta musibah karena tidak 

dilaksanakannya perjanjian yang didahulukan atas perintah 

(wa'd) akuisisi produk. 

4. Denda Dalam Pandangan Islam 

Dalam bahasa arab, denda adalah gharamah, sedangkan 

menurut bahasa Indonesia denda adalah(1) hukuman dengan membayar 

tunai: oleh hakim yang ditunjuk yang diancam kurungan satu bulan 

atau…. sepuluh juta rupiah, (2) uang tunai yang wajib dibayar karena 

tidak disiplin (menyalah gunakan hukum tertentu, aturan, undang-

undang, dll), diharuskan membayar…… bisa ditahan.
37
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Denda ialah satu diantara jenis sanksi ta'zir. Ta'zir dalam 

epitimologi arab artinya ta'dib, yang berarti pemberian hukuman. Denda 

dapat diartikan sebagai ar-radu wal man'uo, yang bermaksud 

menjauhkan serta menangkal. Ta'zir ialah hukuman yang belum 

ditentukan (struktur serta jumlahnya), yang harus diselesaikan terhadap 

seluruh jenis kemaksiatan yang bukan tergolong had, terlepas apakah 

pelanggaran itu termasuk hak-hak Istimewa Allah atau kebebasan dasar 

manusia.’
38

. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa denda adalah 

pemberian hukuman untuk seseorang yang terbukti dengan sengaja 

berbuat sesuatu yang menyalahi aturan maupun dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap sesuatu atas utang-utangnya dengan 

membayarkan sejumlah uang tunai tertentu. 

a. Jenis-jenis Denda 

Ada beberapa jenis denda yang disebutkan oleh ulama, yaitu: 

1) Sanksi Fisik, yaitu berupa hukuman yang diberikan kepada 

seseorang dengan cara fisik, biasanya berupa cambukan 

2) Sanksi Psikologis, biasanya sanksi ini seseorang yang 

melanggar akan dimasukkan kedalam penjara 

                                                             
38

 Aulia Prima Kharismaputra, “Praktik Riba dalam Denda Keterlambatan Pembayaran”, 

dalam Jurnal Ekonomi Islam, (Solo: Universitas Sebelas Maret), Vol. II, No. 1, 2016, 4-5 



36 
 

 
 

3) Sanksi Finansial, Sanksi ini berupa pembayaran uang tunai 

ataupun harta yang dimilikinya diambil alih. 

4) Sanksi yang diberikan oleh pemerintah untuk kebaikan banyak 

orang
39

 

Maka dari itu, denda karena telat dalam melakukan 

pembayaran pinjaman yang dilakukan itu termasuk ta’zir 

kategori ketiga, yaitu sanksi berupa harta (finansial). Sanksi ini 

dinamakan syarth jaza’i.
40

 

b. Landasan Hukum Denda 

1) Qur‟an Surah Al-Maidah(5):89 

ب لَا  ًَ كٍِ ٚؤَُاخِزكُُى ثِ
نََٰ َٔ ُكُِىۡ  ًََٰ ۡٚ َ َٰٓٙ أ ِٕ فِ غۡ

ُ ثِٱنهَّ ٚؤَُاخِزكُُىُ ٱلِلَّ

عَظِ يَب  ۡٔ ٍۡ أَ ٍَ يِ كِٛ شَرَُُّۥٰٓ إطِۡعَبوُ عَشَشَحِ يَغََٰ
ٍَٰۖ فكََفََّٰ ًََٰ ۡٚ َ عَمَّذرُّىُ ٱلۡۡ

ٍ نَّىۡ َٚجِذۡ  ًَ  فَ
ٔۡ رحَۡشِٚشُ سَلَجَخٰٖۖ ىۡ أَ ُٓ ُ ر َٕ ٔۡ كِغۡ هِٛكُىۡ أَ ْۡ ٌَ أَ ٕ ًُ  رطُۡعِ

اْ  َٰٕٓ ٱحۡفظَُ َٔ ُكُِىۡ إرِاَ حَهَفۡزىُِۡۚ  ًََٰ ۡٚ َ شَحُ أ
نِكَ كَفََّٰ ثخَِ أََّٚبوِٖۚ رََٰ فصََِٛبوُ ثهَََٰ

 ٌَ زۦِِّ نعََهَّكُىۡ رشَۡكُشُٔ ُ نكَُىۡ ءَاََٰٚ ٍُ ٱلِلَّ نِكَ ٚجَُِّٛ
ُكَُىِۡۚ كَزََٰ ًََٰ ۡٚ َ  أ

Terjemahan: 

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah 

mu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia 

menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu 

sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, yaitu 

memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan 

yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi 
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pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. 

Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka 

kaffaratnya puasa, selama tiga hari. Yang demikian itu adalah 

kaffarat, sumpah-sumpah mu bila kamu bersumpah (dan 

kamu langgar). Danjagalah sumpahmu. Demikianlah Allah 

menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu 

bersyukur (kepada-Nya)”.
41

 

2) Qur‟an Surah Al-Baqarah (2):188 

َٰٓ إِنَٗ ٱنۡحُكَّبوِ  ب َٓ رذُۡنُٕاْ ثِ َٔ طِمِ  ُكَُى ثٱِنۡجََٰ ۡٛ نكَُى ثَ ََٰٕ اْ أيَۡ َٰٕٓ لَا رأَۡكُهُ َٔ

ب  ٌَ نِزأَۡكُهُٕاْ فشَِٚم  ٕ ًُ أََزىُۡ رعَۡهَ َٔ ثۡىِ  لِ ٱنَُّبطِ ثٱِلِۡۡ ََٰٕ ٍۡ أيَۡ  يِّ

Terjemahan: 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 

bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, padahal kamu mengetahui”.
42

 

Berdasarkan ayat tersebut bisa di ketahui bahwa Allah 

swt. Melarang kita agar tidak semena-mena terhadap harta orang 

lain dan seccara tidak langung menolak adanya denda dalam 

bentuk harta. 

c. Hadits 

Tentang memberlakukan denda, terdapat disparitas pendapat 

para ulama fiqih. Sebagian beropini bahwasanya implementasi denda 

tidak boleh digunakan, dansebagian lagi beropini bahwa boleh ssaja 

dipergunakan. Ulama Mazhab Hanmbali, termasuk Ibbnu Taimiyah 
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38 
 

 
 

serta Ibnu Qayyim al-Jauzia, secara umum dikuasai ulama Mazhab 

Malliki, ulama Mazhab Hanaffi, serta sebagian ulama berasal kalangan 

mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa seseorang hakim boleh 

memutuskan eksekusi hukuman denda terhadap suatu tindak pidana 

ta‟zir. Alasan yg mereka kemukakan ialah sebuah riwayat dari Bahz 

bin Hukaim yang berbicara perihal aturan pangkas tangan. Dalam 

sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:
43

 

ْٛجَ  َ شِٔ أخَْجشََََب لزُ ًْ ٍْ عَ ٌَ عَ ٍِ عَجْلََ ٍْ اثْ ْٛثُ عَ خُ لَبلَ حَذَّثََُب انهَّ

ٍْ سَعُٕلِ  شٍٔ عَ ًْ ٍِ عَ ِ ثْ ِِ عَجْذِ اللَّّٰ ٍْ جَذِّ ِّ عَ ٍْ أثَِٛ ْٛتٍ عَ ٍِ شُعَ ثْ

عَهَّكِ فمَبَلَ يَب  ًُ شِ انْ ًَ ٍْ انثَّ ُ عُئمَِ عَ عَهَّىَ أَََّّ َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللَّّٰ اللَّّٰ

 ٍْ ٍْ أصََبةَ يِ يَ َٔ  ِّ ْٛ ءَ عَهَ ْٙ ْٛشَ يُزَّخِزٍ خُجُْخًَ فلَََ شَ رِ٘ حَبجَخٍ غَ

ٍْ عَشَقَ  يَ َٔ انْعمُُٕثخَُ  َٔ  ِّ ْٛ ِّ غَشَايَخُ يِثهَْ ْٛ ُُّْ فعََهَ ءٍ يِ ْٙ خَشَجَ ثِشَ

ِّ انْمطَْعُ  ْٛ ٍِّ فعََهَ جَ ًِ ٍَ انْ ًَ َ ٍُ فَجَهغََ ث َُّٚ انْجَشِٚ ِٔ ٌْ ٚؤُْ ُُّْ ثعَْذَ أَ ْٛئبً يِ شَ

ٍْ عَ  يَ انْعمُُٕثَخُ. )سٔاِ َٔ َٔ  ِّ ْٛ ِّ غَشَايَخُ يِثهَْ ْٛ ٌَ رنَِكَ فعََهَ شَقَ دُٔ

 انُغبئٙ(.

Terjemahan: 

“Telah mengkabarkan kepada kami Qutaibah, dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu 'Ajlan dari 'Amr bin 

Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr dari 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau ditanya 
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mengenai buah yang menggantung di pohon. Beliau bersabda: 

"Orang yang mengambilnya karena sangat membutuhkan dan 

tidak mengambilnya di dalam liptan kain, maka tidak ada 

hukuman atas nya. Dan barang siapa yang keluar membawa 

sebagian dari nya (yang ada dalam lipatan kain) maka dia wajib 

membayar denda dua kali nya, serta mendapat hukuman. Dan 

barang siapa yang mencuri sebagian dari nya setelah terkumpul 

dalam tempat pengeringan dan mencapai harga tameng maka 

tangannya dipotong, dan barang siapa yang mencuri kurang dari 

itu maka dia berkewajiban membayar denda dua kalinya, dan 

mendapatkan hukuman." (HR. Nasa‟i). 

 

ImampSyaf'i, Imam Abu Hanifa dan para 

sahabatnya,Wadah MuhammadpHasan Asy Syaibani, dan 

beberapa peneliti dari Madzhab Malikiberpendapat 

bahwaphukuman denda tidak boleh digunakan dalam sanksi ta'zir. 

Penjelasanpmereka adalahpbahwappelaksanaan sanksi tersebut 

yang digunakan diawal oleh umat islam telah dibatalkanpoleh 

haditsNabi Muhammad, antara lain hadits yang mengatakan:
44

 

 ُّٙ ٍْ حَذَّثََُب عَهِ ٍْ شَشِٚكٍ عَ ٍُ آدوََ عَ ذٍ حَذَّثََُب ٚحََْٛٗ ثْ ًَّ ٍُ يُحَ ثْ

عَزُّْ  ًِ ب عَ َٓ َْ ْٛظٍ أَ ُْذِ لَ خَ ثِ ًَ ٍْ فَبطِ ِ عَ ّٙ ٍْ انشَّعْجِ ضَحَ عَ ًْ أثَِٙ حَ

بلِ حَكٌّ  ًَ ْٛظَ فِٙ انْ عَهَّىَ َٚمُٕلُ نَ َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ َّٙ صَهَّٗ اللَّّٰ رعَُِْٙ انَُّجِ

كَبحِ  ٖ انضَّ َٕ  ثٍ يبجخ(.. )سٔاِ إعِ

 

Terjemahan:  
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“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, 

telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Syarik dari 

Abu Hamzah dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais bahwasanya ia 

pernah mendengarnya, yakni Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 

beliau bersabda: "Tidak ada hak dalam harta kecuali zakat." (HR. 

Ibnu Majah). 

Meskipun ada larangan mengambil tentang denda sesuai 

dengan hadits diatas akan tetapi menunda-nunda pembayaran 

utang itu sama saja dengan berbuat zholim kepada sesama. Untuk 

itu Rasululah bersabda:
45

 

ََبدِ  ٍْ أثَِٙ انضِّ ٍُ َٚحَْٛٗ لبَلَ لشََأدُْ عَهَٗ يَبنِكٍ عَ حَذَّثََُب َٚحَْٛٗ ثْ

 ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللَّّٰ ٌَّ سَعُٕلَ اللَّّٰ ْٚشَحَ أَ ُْشَ ٍْ أثَِٙ  ٍْ الْۡعَْشَجِ عَ عَ

إرِاَ أرُجْعَِ أحََذكُُىْ عَهَٗ يَهِٙءٍ  َٔ ِ ظُهْى   ّٙ عَهَّىَ لبَلَ يَطْمُ انْغَُِ َٔ

 . )سٔاِ يغهى(.فَهَْٛزجَْعْ 

 

Terjemahan:  

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; 

saya baca di hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari 

Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang 

mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari 

kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah." (HR. 

Muslim). 
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 Abu Husain Muslim bin Hajjjaj Alqusyaiiri An-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab. Al-

Musaaqah, Juz. 2, No. 1564, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M): 33. 
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C. Kerangka Pikir 

Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada 

Hasanah Card  Bank Syariah Indonesia adalah suatu penelitian yang cukup 

penting untuk dapat diketahui, khususnya dalam mengetahui penerapan Fatwa 

DSN MUI pada kartu kredit yang berlabel syariah, yang telahpditerbitkan oleh 

Bank SyariahpIndonesia.  

Dari uraian tersebut maka peneliti memberikanpgambaran tentang 

kerangkapikir yang dapatpmengantar kita pada pembahasanpdan hasil yang kita 

inginkan yang digambarkan dalam bentuk struktur sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1

Bank Syariah Indonesia 

Akad  

Kartu Kredit Hasanah 

Card 

Fatwa DSN MUI 

Dan Akademisi 

Ekonomi Islam  

Tadwidh  Israf  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenisppenelitian yang dipakaipadalah penelitian kualitatif. pPenelitian 

ini menggunakanpsistem pengumpulanpdata padapsebuah data alami 

denganptujuan menafsirkanpgejala yang terjadipdimana penelitipadalah 

alatpkunci. Pengambilan sampel sumber informasi dilakukan secara menetap 

dan pengambilan sampel dari suatu populasi, teknikppengumpulan dengan 

gabungan, panalisis informasi bersifatpdeskriptif dan cenderung 

menggunakanpanalisis kualitatif, dan hasilppenelitian kualitatif lebih 

menegaskan makna dibandingkan generalisasi. pPendekatan yang digunakan 

adalah pendekatanpdeskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatupjenis 

penelitian yang memiliki tujuan untuk menyediakan gambaranlengkap 

mengenai situasi sosial ataupdimaksudkan untuk melakukaneksplorasi dan 

klarifikasimengenai suatu kejadian atau kenyataanpsosial, dengan 

jalanpmendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitanpdengan masalah 

dan unit yangpditeliti antara fenomenapyang diuji.46

                                                             
46

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta, 

2017), 121. 
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B. Fokus Penelitian 

Hal ini bertujuan untukpmembatasi studi kualitatifpsekaligus 

membatasi penelitianpguna memilih data mana yang relevanpdan mana data 

yang tidakprelevan. pPembatasan penelitianpkualitatif ini lebih 

didasarkanpadaptingkat kepentingan/urgensipdari masalah yangpdihadapi. 

Akan difokuskanppada “Tinjauan Fatwa MUI Pada kartu kredit BSI 

HasanahCard Bank Syariah Indonesia” 

C. Definisi Istilah  

Untuk bisa memberikanpsuatu pemahaman dalampmemahami 

proposal skripsi yangpberjudul “Tinjauan Fatwa MUI pada kartu kredit 

hasanah card BankpSyariah Indonesia”. Maka penulispmemandangpperlu 

untuk menegaskanpistilah-istilah yang adapdi dalam judul sebagaipberikut: 

1. Bank Syariah 

Bankpsyariah ialahpsuatu lembaga yang dijalankanpdengan 

prinsippsyariah, pada setiap aktivitaspusahanya, bank syariah selalu 

menggunakanphukum-hukum Islam yang tercantum dalampAl-Quran 

dan Hadis. Di dalam melakukan usahanya bank menjalankan dua fungsi 

yaitupsebagai penghimpundana dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat atau nasabah. 

2. Fatwa MUI 

Fatwa MUI ialahpkeputusan atau pendapat yang diberikan oleh 

MUI tentangpsuatu masalah-masalah hukumpyang muncul dalam 
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kehidupan umatpIslam. ... dengan ijma' karena di dalamijma' telah terjadi 

kesepakatanpserta tidak ada perbedaan pendapatpatas suatu masalah 

yangmuncul. 

3. Kartu Kredit Syariah 

KartupKredit Syariah merupakan kartuppembiayaan yang 

dikeluarkan oleh BankpSyariah Indonesia yang berfungsi sebagaipalat 

pembayarannon tunai. 

4. Hasanah Card 

Hasanah Card ialahpproduk yang dikeluarkan olehpBank Syariah 

Indonesia yangpmemiliki fungsi sebagai kartupkredit. 

D. Desain Penelitianp 

Desainppenelitian yang dipakai padappenelitian inipadalah 

deskripstif. Penelitianpdeskripstif dilakukan dengan cara menggambarkan 

subjek ataupobjek yang berupa Kartupkredit BSI Hasanah Card 

berdasarkanpfakta-fakta yangptampak serta apaadanya. 

E. Data dan Sumber Datap 

Dalam riset ini terdapat Sumber data atau informasi yang di butuhkan 

oleh penulis berupa: 

1. Data Primer 

Sumber datapini merupakan data atau informasi yang di 

temukan di lapangan melalui wawancara dengan pihak atau subjek 

yang terpilih yang dilengkapi dengan panduan wawancara. Informasi 
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ini bisa didapatkan dengan bentuk obrolan dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh narasumber.
47

 

Oleh karena itu pengkaji akan bertemu dan melaksanakan 

wawancara dengan Akademisi Ekonomi Islam serta, dalam hal ini 

adalah dosen yang ada dikampus IAIN Palopo.
48

 

2. Data Sekunderp 

DatapSekunder ialah informasi yang dikumpulkan pengkaji 

dari literature ilmiah, peraturan/regulasi fatwa Dewan Nasional 

Syariah Mejelis Ulama Indonesia, Jurnal, serta melakukan pencarian 

artikel terkait yang ada di internet.
49

 

Adapun datapsekunder yang digunakanpeneliti padappenelitian 

ini berupa arsippdandata-datayang berkaitan denganpTinjuan Fatwa 

DSN MUI pada Kartu BSI Hasanah Card Bank Syariah Indonesia 

F. Instrumen Penelitianp 

Dalam penelitiankualitatif, yang menjadi instrumentpatau alat 

penelitian adalah penelitipsendiri. Peneliti bertindak sebagaiphuman 

instrument yang berfungsipmenetapkan fokus penelitian, pemilihan 

informan, pmelakukan pengumpulan data, menilai kualitaspdata, 

menafsirkandata dan membuatpkesimpulan. 
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 Istinjato. Riset Sumber DayapManusia (Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja 

Karyawan). Editisi 4.( Jakarta: PT.Gramedia PustakaUtama, 2019),36 
48 H. Hamsah Hasan, LC., M.Ag dan Iksan Purnama, S.E.Sy., M.E.Sy. 

49
 Istinjato. Riset SumberpDaya Manusia (Cara PraktispMendeteksi Dimensi-DimensiKerja 

Karyawan). Editisi 4.( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019),35 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Informasi nang diperlukan pada skripsi ini pada umumnya berasal 

dari informasi yang bersumber dari kajian dan pengamatan di lapangan serta 

kajianppustaka. Teknik pengumpulanpdata yang dipakaipdalam pengujian 

ini diantaranya adalah: 

1. Kajian Pustaka 

Strategi pengumpulan informasi menggunakan referensi dari 

buku, buku harian, makalah dan undang-undang dan pedoman yang 

mengidentifikasi dengan objek eksplorasi untuk memperolehpide 

dan informasiyang berkaitan denganpmasalah yang diteliti sebagai 

pendukung eksplorasi. 
50

 

Informasi dalam tulisan dikumpulkan dan disusun dengan 

mengubah, khususnya memeriksa kembali informasi yang didapat, 

pertama dalam beberapa waktu pemenuhan, perubahan pedoman 

atau pengaturan. Sama seperti kejelasan dan kesepakatan antara satu 

sama lain, memilah adalah mengatur informasi yang diperoleh 

dengan struktur yang telah ditentukan dan menemukan hasil 

penelitian, khususnya mengarahkan pemeriksaan lebih lanjut 

tentang efek samping dari mendapatkan informasi yang disortir 

dengan menggunakan pedoman, spekulasi, dan teknik yang telah 
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 Mestika Zedd. Metode Penelitian Kepustakan. Edisi 3. ( Jakarta: Yayasan Oborr Indonesia, 

2018),2 
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ditentukan untuk mendapatkan tujuan. yang merupakan 

konsekuensi dari respons terhadap perincian yang sulit. 

2. Wawancara 

Dalam prosedur pengumpulan informasi ini, pengkaji secara 

langsung bertemu dengan individu sebagai sumber data dan 

konfirmasi dalam riset ini. Dimana informasi yang didapatkan akan 

digunakan sebagai landasan untuk menguraikan, menemukan dan 

menjawab masalah penelitian. Maka dari itu Wawancara akan 

dilakukan dengan Akademisi ekonomi islam di kampus IAIN Palop 

H. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk mengujipkredibilitas data peneliti menggunakan tehnik 

triangulasi. Teknikptriangulasi adalahpteknik yang dipakai dalam 

menjaringpdata denganpmenggunakan berbagai metode dengan 

carapmenyilangkan informasi yang diperolehpagar data yangpdidapatkan 

lebih lengkappdan sesuai dengan apapyangpdiharapkan. Setelah 

mendapatkanpdata yangpjenuh yaituketerangan-keterangan yang didapat dari 

beberapapsumber data telah samapmaka data yang didapatkanplebih 

kredibel. Triangulasipbiasanyapterbagi atas beberapavbagian, pdiantara:  

1. Triangulasipdengan sumberpberarti membandingkanpdengan mengecek 

kembali tingkatpkepercayaan suatu informasi yangpdidapatkan melalui 
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waktupdan alatpyang berbeda dalampmetode kualitatif. Hal tersebutpdapat 

dicapaipmelalui:  

a. Membandingkan datahasil pengamatan peneliti denganpdataphasil 

wawancara. 

b. Membandingkanpapapyang dikatakanpinforman didepan umumpdan 

apa yangpdikatakannya secara pribadi  

c. Membandingkanpapapyang dikatakan orang-orangptentangkondisi 

penelitian dengan apapyang dikatakannyapsepanjangpwaktu. 

d. Membandingkanpperspektif dan keadaan seseorangpdengan berbagai 

macam pendapat danpandangan orang-orangpseperti rakyatpbiasa, 

orang-orang yang memilikippendidikan tinggi ataupmenengah, orang 

pemerintahanpdanpyang lainnyaa 

e. Membandingkanphasil wawancarapdengan fakta atau dokumenpyang 

berkaitan 

2. Tirangulasipdengan metode. Yangpdimaksud denganptriangulasi dengan 

metode yaitupmelakukanperbandingan-perbandingan, mengecekkebenaran 

dan kesesuaianpdata penelitianpdengan menggunakap metodepyaitu:  

a. Mengecekptingkat kepercayaan, menemukan hasil penelitianpbeberapa 

tehnik pengumpulandata.  

b. Pengecekanpderajat kepercayaanpbeberapa sumber data atau informan 

dengan menggunakanpmetode yangpsama.  
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3. Triangulasipdengan penyidik. Triangulasipini merupakan jalanpdengan cara 

memanfaatkanppenelitipatau penyidik lainnyapuntuk keperluanppengecekan 

kembalipderajat kepercayaanpdata. pDengan memanfaatkan pengamat lainnya 

maka dapat membantupmengurangi kemelencengan dalampproses 

pengumpulanpdata.  

4. Triangulasidengan teori. Dengan menggunakanpbeberapa teori yangpada 

maka tingkatpkepercayaan terhadappdata yang diperolehpdengan teori yang 

telah ada dapat menjadippembanding diantarapkeduanyapsehingga 

muncullahpdata yangsebenarnya.51 

I. Teknik Analisis Data 

Informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan informasi 

dalam pengujian ini ditangani dan dipecah menggunakan teknologi berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection)  

Mengumpulkan data adalah bagian dasar dari aktivitas 

pemeriksaan informasi (data). Latihan pengumpulan informasi dalam 

penelitian ini menggunakan kegiatan Tanya jawab (wawancara) dan 

kajian pustaka. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Pengurangan (reduksi) pdata merupakan kegiatanmemilih data 

yang lalu memusatkan perhatian pada penataan ulang dan perubahan 
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Muhammad Fitrah, Luthfiyah, MetodepPenelitian: Penelitian Kualitatif, TindakanKelas & 

Studi Kasus, (Bandung: CV Jejak, 2017), 94  



50 
 

 
 

informasi kasar yang muncul dari memo-memo yang tercatat dari hasil 

penemuan di lapangan. Pengurangan dilakukan dengan memilih 

informasi yang dimulai dengan membuat rundown, coding, mengikuti 

tema, membuat tandan, membuat pembaruan, sepenuhnya bertujuan 

untuk menyingkirkan informasi/data yang tidak penting. 

3. Display Data  

Display informasi adalah penggambaran sekelompok data 

terorganisir yang memberikan kesempatan untuk mencapai kesimpulan 

dan tindakan. Pengenalan informasi subjektif diperkenalkan sebagai 

teks cerita. Tampilannya juga bisa berupa jaringan, grafik, tabel dan 

outline. 

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan  

Tindakan terakhir dari pemeriksaan informasi. Mengambil 

kesimpulan sebagai aktivitas interpretasi, untuk secara spesifik melacak 

pentingnya informasi yang telah diperkenalkan.
52

 

Data dianalisis setelah melalui tahapan pengelolaan data. Dari yang 

terpilih dilakukan dengan tahapan yaitu Deskriptif maksudnya adalah 

mengambarkan dan menguraikan data berdasarkan bentuk, ciri dan maknanya. 

Kemudian tahap berikutnya dilakukan interpretasi yaitu peneliti mempersepsi 

data berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan data 
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tersebut. Teknik berikut dilakukan pembahasan atau eksplanasi yaitu 

mendiskusikan hasil temuan dengan teori yang dikemukakan oleh pakar 

sebelumnya yangpberkaitan dengan objekppenelitian ini.
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 

A. DESKRIPSI DATA  

1. GambarannLokasi Penelitian 

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia 

Indonesia sebagaipnegara dengan mayoritas populasi Muslim 

terbesarpdi dunia, Indonesia mungkin menjadi yang terdepanpdalam industri 

perbankan yang bergerak di bidang keuangan syariah. Peningkatan 

kesadaran masyarakatpakan isu halal dan dukungan mitra yang solid 

merupakanfaktor pentingpdalam memajukan sistem biologis komersial halal 

(termasuk bank syariah) dipIndonesia.
53

 

Bankpsyariah memainkan peran penting dalam semua kegiatan 

moneter dalam sistem bisnis halal. Kehadiran lembga keuangan syariah di 

Indonesiaptelah mengalami pertumbuhan serta perkembanganpyang cukup 

pesat beberapa dekade terakhir. Pengembangan product, peningkatan 

management serta pengembanggan organisasi menunjukkan pola yang cukup 

positif dari tahun ke tahun. Selain itu, semangat akselerasi juga dapat di lihat 

dari banyaknya bank syariahpyang melakukanpkegiatan operasionlanya
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tidak terkecuali bank syariah milik bankpBUMN yaitu Bank Syariah 

Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.  

Pada tahun 2021 bertepatanpdengan 19 Jumadil Akhir 1442 H yang 

menandai sejarah penggabungan 3 banksyariah terbesar di indonesia yaitu 

Bank SyariahpMandiri, BNI Syariah dan BRIpSyariah menjadi satu kesatuan 

menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Integrasi tersebut dapat 

menggabungkan keunggulan tiga bank syariah besar untukpmemberikan 

dukungan yang lebih komprehensif, cakupan yangplebih luas, dan batas 

modal yang unggul. Bekerja sama dengan organisasi tingkat yang lebih 

tinggi (Mandiri, BNI, BRI) dan memikul tanggung jawab otoritas publik 

melalui KementerianpBadan Usaha Milik Negara, Bank Syariah Indonesia 

dituntut harus dapat bersaing di seluruh dunia.. 

Penggabunganpketiga Bank Syariah tersebutpmerupakan cara untuk 

menjadikan Bank Syariah menjadi suatukebanggaan individu, sehingga 

dituntut untuk menjadi energi lain bagi perputaran keuangan masyarakat dan 

menambah bantuan pemerintah daerah yang lebih luas. Kehadiran Bank 

Syariah Indonesia merupakan gambaran substansi perbankan syariah di 

Indonesiapyang kekinian, meluas, dan memberikanpkebaikan bagi seluruh 

alamp (Rahmatan Lil 'Aalamiin).
54

 

Adapun visi danmisi Bank Syariah Indonesia 

1) Visi 
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TOP 10 GLOBALpISLAMIC BANK 

2) Misi 

a) Memberikanpakses solusi keuangan syariah di Indonesi. 

b) Melayanip> 20 juta nasaba dan menjadi top 5 bankberdasarkan 

asset (500+T) dan nilai buku 50 Tpdi tahun 2025 

c) Menjadipbank besar yang memberikan nilaipterbaik bagi para 

pemegang saham 

d) Top 5pbank yang paling profitabel dipIndonesia (ROE 18%) dan 

valuasi kuat (PB>2) 

e) Menjadipperusahaan pilihan dan kebanggaanppara talenta terbaik 

Indonesia 

f) Perusahan dengan nilaipyang kuat dan memberdayakan 

masyarakat serta berkomitmenppada pengembanganpkaryawan 

dengan budayapberbasis kinerja
55

 

b. Struktur Organisasip 

StrukturpOrganisasi adalah susunan atau tatanan yang 

menunjukkan tatanan suatu perusahaan dan memberikan informasipyang 

sesuai denganpapa yang ada pada suatu organisasi melalui gambaran 

struktur organisasi tersebut. 
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Gambar: 1.2 Struktur Organisasi BSI 

 

2. Kartu Kredit BSI Hasanah Card 

BSI HasanahpCard ialah kartu pembiayaan denganpstandar Syariah 

yang diberikan oleh PT.BankpSyariah Indonesia dan digunakan sebagai sarana 

untuk melakukan pembayaran untuk belanja dan kapasitas sebagai kartu 

pembiayaan.
56
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Dasar pembuatan BSI Hasanah Card dituang pada fatwapDSN No. 54/DSN-

MUI/X/2006ptentang kartu syariah dan bergantung pada 3 akad syariah, antara lain: 

a. Jenis Kartu BSI Hasanah Card 

1) BSI HasanahpCard Classic 

BSI HasanahpCard Classicc adalah kartuppembiayaandengan standar 

syariah yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia. 
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BSI Hasanah CardpClassic adalah kartu pembiayaan dengan 

standar syariah yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia dan 

digunakan sebagai metode cicilan untuk pertukaran dan kapasitas 

seperti kartupkredit.  

Limit BSI HasanahpCard Platinum Rp 40.000.000,- hingga 

Rp 900.000.000,-.Limit dan Biayanya : 

 

Tabel 1.2 Monthly Fee 
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Tabel 1.3Annual Fee 

 

 

 

2) BSI Hasanah Card Platinum 

BSI HasanahpCard Platinum adalah kartu pembiayaan 

dengan standar syariah yang diberikan oleh PT BankpSyariah 

Indonesia dan digunakan sebagai metode cicilan untuk pertukaran 

dan kapasitas seperti kartu kredit.
57
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BSI Hasanah Card Platinum dibuatpberdasarkan fatwa DSN 

no. 54/DSN-MUI/X/2006ptentang kartu syariah dan bergantung pada 

3 akad syariah, antara lain: Kafalah, Qardh, Ijarah.  

Limit BSI Hasanah Card Platinum Rp 40.000.000,- hingga 

Rp 900.000.000,- 

Tabel 1.5 Monthly Fee 
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3) BSI Hasanah Card Platinump 

BSI HasanahpCard Platinum adalah kartu pembiayaan 

dengan standar syariah yang diberikan oleh PT Bank Syariah 

Indonesia dan digunakan sebagai metode cicilan untuk pertukaran dan 

kapasitas seperti kartu kredit. 

BSI Hasanah Card Gold dibuat berdasarkan fatwapDSN no. 

54/DSN-MUI/X/2006ptentang kartu syariah dan bergantung pada 3 
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akad syariah, antara lain: Kafalah, Qardh, Ijarah.Limit BSI Hasanah 

Card Platinum Rp 40.000.000,- hingga Rp 900.000.000,-.
58

 

Tabel 1.8 Monthly Fee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58

 https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/kartu 



62 
 

 

 

b. Hak Pemegang BSI Hasanah Card 

1) Pemeganggkartu Utama BSI Hasanah Card memiliki hak 

mengajukan kartu tambahan (maksimal 3 kartu tambahan) yang 

sesuai dengan aturan yang telah berlaku di Bank Syariah Indonesia 

dan dapat bertanggung jawab atas semua pengeluaran serta 

penggunaan kartu tambahan.
59

 

2) Pemegang Kartu memiliki hak memperoleh informasi dan organisasi 

terkait dengan BSI Hasanah Card dengan menghubungi kantor 

telepon 24 jam Call Bank Syariah Indonesia dengan terlebih dahulu 

melakukan pengecekan melalui pin dan juga melalui langkah-

langkah afirmasi lainnya yang dibatasi oleh Bank. 
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c. Syarat Umum Pemohon BSI Hasanah Card 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Persyaratan Umum
60

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 Persyaratan Dokumen 
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B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

a. Wawancara dengan Akademisi dan Ahli terkait 

1) Wawancara dengan H. Hamsah Hasan, LC., M.Ag. 

Menurut Ustads Hasan, “secara umum membuat produk kredit 

card itu boleh dan itu halal untuk dilakukan karena umumnya dalil yang 

ada di dalam Al-Qur‟an wa halallauhul ba‟ia waharrama riba jadi semua 

transaksi jual beli, kontrak-kontrak itu di bolehkan pada umumnya 

kecuali ada dalil yang benar benar mengharamkan transaksi itu”.
61

 

Kemudian Ustads Hasan Melanjutkan bahwa “dalam fiqih, 

Kredit card BSI Hasanah card ini bisa halal selama betul betul 
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memperhatikan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip muamalah atau jual beli dalam islam atau hokum transaksi 

dalam islam”. 

Karena kita tahu sangat banyak aturan aturan yang harus di 

hindari, mulai dari riba kemudian bagaimana itu akan menimbulkan 

ganti rugi, ada denda, bagaimana kesanggupan orang itu. “Ingat ada satu 

poin lagi yang harus diperhatikan yaitu calon pengguna produk, ini yang 

harus ditelanjangi baik-baik oleh pihak perbankan, supaya tidak ada rasa 

berat untuk ridho untuk sampai ridho sama ridho pada transaksi, ketika 

ada denda, ketika ada keuntungan yang diambil itu sudah harus di 

tentukan” lanjut Ustad Hasan.
62

 

Semua itu tergantung yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu Al 

–Qowiyyul Amien jadi orang-orang yang kuat ekonominya itu yang 

boleh memegang kartu ini. Sebagai mana disebutkan dalam Surah Al 

Qashas ayat 26: 

َٰٓأثَذَِ ٱعۡذَ   ب ََٰٚ ًَ ُٓ ٍِ لَبنذَۡ إحِۡذىََٰ شَ يَ ۡٛ ٌَّ خَ جِشُِٰۡۖ إِ ۡٗ  ٗ

ٍُ ٱعۡذَ  ُّ٘ ٱلۡۡيَِٛ ِٕ جَشۡدَ ٱنۡمَ ۡٗ  ٗ  

Terjemahan: 

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang 
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yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang 

yang kuat lagi dapat dipercaya". (Qur‟an Al Qashas:26) 

 

Jadi orang orang yang menyewa atau mengambil kartu kredit itu 

adalah orang yang kuat dan terpercaya, baik itu kuat secara ekonomi 

maupun pekerjaan. Ini yang harus diperhatikan oleh bank supaya tidak 

terjadi kecenderungan untuk membiarkan konsumen itu terjerumus 

kedalam lilitan utang dan apalagi terjerumus dalam tagihan denda ketika 

terlambat atau sebagainya. Ini yang harus di perhatikan dan disampaikan 

oleh pihak bank syariah agar dikemudian hari nasabah tidak merasa 

tertipu dalam hal transaksi “lanjut Ustad Hasan”. 

Kemudian Ustads Hasan menjeleskan bahwa akad yang 

digunakan itu sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan itu sudah tidak 

ada masalah lagi. “jadi mekanisme Kafalah, Qardh, Ijarah itu tidak ada 

masalah karena memang Syari‟I itu sesuai syariat”.
63

 

Dalam Fiqih Kontemporer, menurut Ustad Hasan Hukum Islam 

itu selalu mengikuti perkembangan zaman, kebiasaan, tradisi, dan niat 

niat yang tidak merugikan. “ Pada Prinsipnya Fiqih Kontemporer itu 

mampu menjawab persoalan-persoalan seperti ini, itu sangat-sanga 

terbuka jadi tidak ada persoalan sebetulnya, yang Penting mekanisme 

dan regulasi yang ada itu betul-betul bisa clear” Ujar Ustad Hasan. 
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Kemudian mengenai biaya tadwidh atau denda keterlambatan 

ustads Hasan menjelaskan bahwa itu tidak masalah asal di sepakati 

diawal. “ jadi tadwih itu boleh tidak ada masalah,tapi itu tadi harus jelas, 

kemana larinya late charger itu, apa yang dibiayai. Selama itu jelas dan 

itu disepakati oleh pengguna jasa yah tidak ada masalah” Ujar Ustad 

Hasan
64

. Jadi tadwih itu boleh selama itu sebutkan diawal dan setujui 

oleh sang pengguna kartu kredit BSI Hasanah Card.  

Kemudian Ustads Hasan melanjutkan bahwa bank harus 

menjelaskan baik baik apa yang menjadi alasan denda perharinya ini 

kepada nasabah. Kemudia jika ada nasabah yang sudah telat berhari-hari 

itu segera di cabut atau diputus kartu kreditnya jadi denda tinggal 

sedikit. “ yang masalah ini kadang kan kalo bank membiarkan nasabah 

tertunda pembayarannya berlama-lama dia tidak putus ini persoalannya” 

tutur Ustad Hasan. Lanjutnya “ nah di sini bisa terjadi kezholiman dari 

pihak perbankan kalo itu dilakukan buat terjadi pembiarankepada 

nasabah untuk terus tidak bayar utang sehingga dia dapat denda”. Kalo 

itu niat dari Bank maka transaksi seperti ini bisa haram, kenapa? Karena 

bukti atau fakta dari perbankan membiarkan nasabah tertunda lama-

lama untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya”. Ucap 

Ustad Hasan.  
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Menurut Ustad Hasan Kartu Kredit BSI Hasanah Card ini belum 

sepenuhnya sesuai dengan syariah. “ Belum sepenuhnya karena belum 

terbuka secara sedetil-detilnya tentang transaksi dan mekanisme 

transaksi terutama pada aspek pengguna, syarat-syarat pengguna secara 

ketat, ketika dia diobral maka syaratnya pasti tidak ketat” Tutup Ustad 

Hasan.
65

 

b) Wawancara dengan Pak Iksan Purnama, S.E.Sy., M.E.Sy. 

Dalam kegiatan wawancara saya dengan Pak Ikhsan ia 

berpendapat bahwa “ Kartu BSI Hasanah Card itu memudahkan 

nasabah dalam melakukan transaksi tetapi harus kita tinjau dulu apakah 

produk-produk yang dikeluarkan oleh BSI itu sudah sesuai dengan fatwa 

DSN MUI dan tidak melanggar tujuan dari terwujudnya bank syariah 

secara islami secara utuhnya”. Lalu untuk akad yang digunakan oleh 

BSI Hasanah card ini Pak Ikhsan berpendapat bahwa “ itu sudah cocok 

untuk akad yang digunakan dalam transaksi BSI Hasanah Card ini”, tapi 

kita juga harus melihat apakah tidak ada sesuatu yang dilanggarsehingga 

akad itu bisa gugur, lanjut pak Ikhsan.
66

 

Kemudian Pak Ikhsan berpendapat bahwa denda yang yang ada 

pada BSI Hasanah card itu itu tidak termasuk riba, “ denda itu beda 
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dengan bunga, bunga itu ada yang tetap da nada yang berjalan, makanya 

dendanya juga kita kembalikan pada MUI, bagaimana tinjauan fiqihnya 

apakah itu riba atau tidak” tutur pak Iksan. Tetapi jika denda arahnya 

untuk mengambil keuntungan maka termasuk riba, lanjut pak Ikhsan. 

Kemudian pak Ikhsan berpendapat bahwa BSI hasanah card ini 

sudah sesuai dengan syariah karena sudah di izinkan oleh MUI, 

dimanaia berpendapat bahwa “ sa rasa semua produk-produk yang 

dikeluarkan oleh MUI, melalui pertimbangan beberapa pakar apakah 

produk ini layak untuk di berikan kepada nasabah atau tidak itu sudah 

diperhitungkan dengan baik” tutup Pak Ikhsan. 

Tabel 2.5 Analisis Fatwa DSN MUI dan Akademisi 

No Fatwa DSN/MUI No.54/X/2006 

dan pandangan akademisi Islam 

Keterangan Mekanismenya 

Pada BSI 

1. BebaspRiba, tidak digunakan 

untukransaksi yangptidak sesuai 

dengan syariah , tidak 

mendorangpperilaku israfdengan 

menetapkanppagu maksimal 

pembelanjaan. 

Sesuai Padaptransaksi 

akad Qardh (utang-

piutang) yaitu 

pinjam atau 

transaksi 

tarikptunai di 

ATM tidak 

ditetapkan 

bungapdari pokok 

pinjaman. 

Administrasi 

dikenakan Rp. 

25.000pper 

transaksi 

namunppendapatan 

non bank 

melainkan 
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vendorpATM 

karena 

menurutppihak 

bank Vendor ATM 

juga 

mempunyaipbiaya 

operasional yang 

dikeluarkan 

terhadap mesin 

ATM 

2. IuranpKeanggotaan, akad ijarah. 

penerbit kartu berhakpmenerima 

iuranpkeanggotaan (rusum al-

udhwiyah) termasuk 

perpanjanganpmasa keanggotaan 

darippemegang kartu sebagai 

biaya sewa atau imbalanpatas isin 

penggunaanpfasilitas 

Sesuai Annual 

membership fee 

dan monthly 

membership fee 

(iuran tahunan dan 

bulanan) 

pditerapkan 

pihakpbank BSI 

sebagai biaya 

keanggotaanpdan 

biaya sewapmasa 

perpanjaangan 

kartu 

3. AkadpKafalah, penerbit kartu 

bolehpmenerima fee atau 

keuntungan dari pemegangpkartu 

atas pemberianpKafalah 

Sesuai Penerbit kartu 

bank Syariah 

Indonesia 

memperoleh 

keuntungan atau 

fee dari pemegang 

kartu ataupanggota 

nasabah atas 

pemberian jaminan 

dari kerjasama 

dengan merchant. 

4. Tidak mendorong pengeluaran 

yangpberlebihanp (israf) dan 

Pemegang kartu utama harus 

memiliki kemampuanpfinansial 

untukpmelunasi pada waktunya 

Tidak sesuai Pihak bank 

menentukanplimit 

pagupterhadap 

kemampuan 

nasabah, namun 

pada prakteknya 

pihakpbank belum 

sepenuhnyapmamp
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u 

untukpmembatasi 

pengeluaran 

nasabah, pihak 

bank tidak 

mengklasifikasikan 

kemampuan setiap 

nasabahpdalam 

membayar hutang. 

Sehingga masih 

banyakpdari pihak 

nasabahpyang 

mengalami Over 

limit atau kredit 

macet. karena pada 

realitanya 

pihkpbank 

menyatakan bahwa 

keberadapsyariah 

cardpuntuk 

keperluan 

konsumtif 

masyarakatpatau 

nasabah 

9. Gantiprugi (ta‟widh) hanya 

bolehpdikenakan kepada pihak 

yang dengan sengaja atau lalai 

membayar danpmenimbulkan 

kerugian pada pihak lain. penerbit 

kartupdapat mengenakan ganti 

rugi terhadap biaya-biaya rill 

kebutuhanpbank bukanpkerugian 

yang diperkirakan 

berdasarkanpjangka waktu. 

 

Tidak Sesuai Bank akan 

membebankan 

biaya-biaya seperti 

telepon,sms, dan 

kunjungan kepada 

nasabah yang 

melakukan 

keterlambatanpdal

am membayar. 

Jika nasabah 

semakin lama 

menunggak 

pembayaranpmaka 

biayanya juga 

semakinpmeningka

t biaya 

inipdisesuaikan 

denganpjangka 



72 
 

 

waktu. 

10. Pemegang kartuputama harus 

memiliki kemampuan finansial 

untuk melunasippada waktunya 

Sesuai Pihak bank 

menetapkan 

jumlah 

penghasilan 

minimum sebesar 

Rp. 36.000.000 

11. TidakpMenggunakan Kartu untuk 

transaksi yang dilarang oleh 

syariat islamp 

Tidak sesuai BatasanLogo 

Master Card dalam 

membatasiptransak

si non-

syariahppada 

usahapbukan pada 

produknya. 

  

 

2. PEMBAHASAN 

Dari hasil kajian pustaka dan wawancara saya dengan ahli terkait dengan 

BSI Hasanah card. BSI Hasanahcard ialah kartupkredit yang dikeluarkanpoleh 

PT. BankpSyariah Indonesia (BSI) sebagai kartu pembiayaan untuk Nasabah 

yang ingin belanja tanpa menggunakan uang cash. Kartu kredit ini dikeluarkan 

oleh BSI dengan mengikuti fatwapDSN MUI No:54 / X / 2006. Kartu ini 

memiliki 3 jenis yaitu Platinum, Silver dan Gold, dimana ketiga jenis kartu ini 

memiliki limit yang berbeda-beda dan biaya-biaya yang berbeda. Biaya yang 

saya maksud adalah Annual Membership Fee, Monthly Fee. Namun untuk biaya 

pengambilan tunai semuanya sama dengan tarif sebesar Rp. 25.000,- per 

Transaksi. Akad yang digunakan sudah sesuaipdengan fatwa DSN MUI, dimana 



73 
 

 

ada 3 akad yang disebutkan oleh Fatwa DSN MUI, yaitu akadpKafalah, akad 

Qard, danpAkad Ijarah. 

Hasil penelitian yangpdilakukan ini juga sejalanpdengan penelitianpyang 

dilakukanpoleh Yusron Khoiri dengan judul skripsi TinjauanpFatwa Dewan 

SyariahpNasional Nop54/Dsn mui/X/2006 Tentang SyariahpCard PadapProduk 

Ib HasanahpCard Di BankpBni SyariahpSurabaya. Adapun hasil 

penelitiannyapadalah Akad yang digunakanpdalam produk iBpHasanah Card di 

bankpBNI Syariah Surabaya sudahpsesuai dengan ketentuanpumum 

tentangpakaddalam Fatwa DewanpSyariah NasionalpNo: 54/DSN-MUI/X/2006 

Tentang SyariahpCard, sertaprukun danpsyarat akad dalampkartu kredit syariah. 

dimana pada produkpiB Hasanah Card sendiripakad yang di gunakanpada tiga 

yaitu akadpkafalah (jaminan), qardp (pinjaman), danpijarah (sewa). 

Dalam Fatwa DSN MUI, ada biaya-biaya yang di bebankan kepada 

nasabah yang memiliki atau memegang kartu kredit tersebut, diantaranya ada 

biaya bulanan yaitu monthly fee, ada biaya tahunan yaitu annuall fee, yang 

dimana biaya bulanan itu dikenakan kepada nasabah sebagai biaya administrasi 

bulanan dan pendapatan bank, begitu pula dengan biaya tahunan. 

Pada prakteknya, Bank Syariah Indonesia jugapmemberikan dendap 

(tadwidh) kepadanasabah yang telat membayarppada saat penagihan dan itu 

dihitung perhari hingga seterusnya dengan nominal yang sudah ditentukan. Nah 

menengok pada hal ini, seharunya Bank Syariah Indonesia tidak memberlakukan 

denda harian karena itu bukan biaya riil saat terjadi proses penagihan dimana 



74 
 

 

biaya riilpyang dimaksud adalahpbiaya yang benar-benar dikeluarkanpoleh pihak 

bank ketika penagihan itu berlangsung, contohnya biaya bahan bakar kendaraan 

untuk kerumah nasabah, itukan sudah masuk biaya riil.  

Tapi pada prakteknya Bank Syariah Indonesia malah memberlakukan 

denda harian dimana denda harian ini akibat kehilangan waktu atau time value of 

money tanpa menanyakan dulu apa sebabnya nasabah itu telat membayar.  

Pernyataan peneliti sejalan denganphasil penelitian yang dilakukanpoleh 

Arisa Amalia Savitri meneliti tentang Analisis Penerapan Prinsip Syariah 

Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya 

dengan hasil dari penelitian ini adalah ketentuanpganti-rugi belum psesuai 

dengan prinsip syariah karena pada fatwa pDSN-MUI dijelaskan ganti-rugi 

hanya boleh dibebankan pkepada nasabah yang dengan sengajaplalai dalam 

penagihan kartupkredit, dan besarnyapnominal biayapta'widh ditentukan 

berdasarkan biaya riil yangpdikeluarkan olehpbank pada prosesppenagihan. 

Sedangkan padapprakteknya di BNI Syariah KC Surabaya dikenakan pada saat 

adanya tunggakan daripnasabah atau pengguna kartuplewat jatuhptempo. 

Mengenai biaya tadwidh ini menurut beberapa ahli itu tidak apa-apa 

karena sudah ditentukan diawal atau sudah disepakati diawal oleh pihak Bank 

Syariah Indonesia dengan sang pengguna jasa. Namun, hal ini tentu saja 

kontroversi, Karena mirip dengan konvensional, dimana konvensional juga 

memberlakukan denda karena mereka takut akan risiko (potensial loss). Serta 

dendanya itu juga akibat kehilangan waktu (time value of money).  
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Tetapi yang membedakanpBank Syariah Indonesia dengan 

BankpKonvensional lainnya yaitu BankSyariah Indonesia langsung 

menonaktifkan kartu kredit nasabah yang bermasalah atau lalai dalam membayar 

tunggakan nya. Lalu dalam buku yang berjudul Ini Lho Bank Syariah 

menyatakan bahwa biaya tadwidh itu tidak masuk sebagai pendapatan bank 

syariah dan diakui sebagai dana social.
67

 

Kemudian melihat nasabah yang menggunakan kartu BSI Hasanah card 

ini, disyaratkan pada usia 17-65 tahun dengan minimum penghasilan 36jt/tahun. 

Nah, dengan umur 17 tahun, sama-sama kita ketahui bahwa itu adalah usia 

remaja dimana dengan umur itu pikiran masih labil dan tentu saja cara 

belanjanya pasti berlebihan (israf). 

Berdasarkan pernyataan DSN MUI, definisi israf yaitupTidak adanya 

bataspmaksimum/limit pembelianpmenjadikan nasabah kartu kredit 

bersifatpkonsumerisme. Ditambahpdengan adanya batas minimum 

pembayaranpmenjadikan kurang adanya rasaptanggung jawab dalam 

pelunasanptagihan kartupkredit. Sedangkan israf dalam islam itu sendiri tidak 

dibolehkan karenapAllah tidak menyukai segala sesuatupyang berlebih-lebihan.  

Pihak bank bisa saja menentukan limit yang dikeluarkan terhadap 

kemampuan bayar nasabah, tapi tidak mungkin bisa membatasi pengeluaran 

nasabah, karena pada dasarnya kartu ini dikeluarkan memang untuk keperluan 
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konsumtif masyaraka atau nasabah. Karena pengeluaran yang berlebihan dari 

nasabah hal ini bisa saja menimbulkan over limit dan terjadilah kredit macet.  

Pernyataan inipsejalan dengan hasil penelitian yang dilakukanpoleh Arisa 

Amalia Savitri dengan judul penelitian AnalisispPenerapan Prinsip Syariah 

TerhadappAplikasi Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, 

dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa Bank tidak menetapkan pagu 

maksimal belanja untuk menghindari penggunaan Hasanah Card yang 

berlebihan, bank hanya menghimbau kepada pemegang kartu untuk 

menggunakan Hasanah Card dengan bijak. Alasan BNI Syariah tidak 

menetapkan maksimal pembelanjaan karena yang bisa dilakukan bank hanya 

menetapkan limit kartu untuk menghindari kredit macet. Berdasarkan penelitian 

penulis, maksimal pembelanjaan hanya bisa ditentukan nasabah itu sendiri. 

Berdasarkan penelitian, penulis berpendapat bahwa Hasanah Card tidak sesuai 

denganpprinsip syariahyang dikeluarkan poleh fatwa DSN-MUI No. 54 tentang 

syariah yaitu tidakmenyebabkan menjadipkonsumtif dengan menetapkan pagu 

maksimal pembelanjaan. 

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Hengki Firmanda dalam 

jurnal yang ditulisnya dengan judul “Syariah Card ( Kartu Kredit Syariah) 

Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Maslahah”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa Syariah card yang seharusnya apabila ditinjau dari asas utilitas dan 

maslahah adalah pertama apabila ditinjau dari asas utilita0s lebih melihat aspek 

manfaat yang bersifat keduniawian saja di mana dikatakan manfaat apabila 
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memberikan manfaat langsung dan secara nyata (kasat mata) pada pihak-pihak 

terkait syariah card seperti Bank Syariah, pemegang kartu (card holder), 

acquirer, dan merchant. Sedangkan ketika melihat berdasarkan perspektif asas 

maslahah maka bukan hanya melihat manfaat langsung atau manfaat 

keduniawiannya saja, melainkan juga melihat manfaat untuk akhiratnya. 

Sehingga adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat di dalamnya dengan 

dibentengi oleh ad-dharurat al-khams yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta.  

Untuk memelihara kelima pokok tersebut, maka terkait syariah card perlu 

memperhatikan (a) substansi syariah card sebagai produk pembiayaan; (b) 

konsep akad dan implementasinya; (c) konsep pinjam-meminjam atau utang-

piutang; (d) etika konsumsi manusia; (e) institusi-institusi terkait syariah card; (f) 

risiko dan kendala yang ditimbulkan; dan (g) upaya kontrol dan pengawasan 

terkait syariah card. Terkait dengan syariah card dalam praktiknya secara 

keseluruhan dapat disebutkan dengan tegas bahwa syariah card yang ada saat 

sekarang ini belum memenuhi secara utuh atau masih hanya memenuhi 50% saja 

dari ketentuan asas maslahah.
68
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

a. Kartu Kredit BSI Hasanah Card pada Bank Syariah Indonesia belum 

sepenuhnya sesuai dengan syariah, hal ini dikarenakan belum adanya 

kejelasan tentang transaksi yang digunakan oleh nasabah serta belum 

bisanya pihak bank menghentikan perilaku nasabah yang berlebih-lebihan 

dalam belanja. 

b. Mekanisme tadwih dikenakan pada nasabah yang telat membayar dengan 

langsung menonaktifkan kartu kredit nasabah yang lalai membayar hingga 

utangnya itu dilunasi lalu diaktifkan kembali. Hal ini dilakukan agar Bank 

Syariah Indonesia tidak mirip dengan Bank Konvensional dan terhindar dari 

Riba. Dan untuk nasabah dana tadwidh itu adalah dana yang memang harus 

direlakan. 

c. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terkait BSI 

Hasanah Card untuk mempertahankan eksistensinya, yaitu: 

a. Meminimalisir perilaku israf nasabah 

b. Terbuka terhadap transaksi dan mekanisme transaksi 

c. Syarat-syaratnya diperketat lagi terkait pemilihan nasabah agar tidak 

terjadi kredit macet dan tidak terlihat seperti diobral 

d. Menjeleskan dengan detail tentang 3 akad yang digunakan. 

B. Saran 

BankpSyariah Indonesia sebagai BankpSyariah terbesar di Indonesia 

diharapkan dapat terbuka atau dizinkan untuk mahasiswa yang ingin melakukan 

penelitian terhadap produk-produk yang mereka keluarkan. Kemudian kembali
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melakukan peninjauan ulang terhadap mekanisme transaksi pada kartu BSI 

Hasanah Card. 
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